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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut: 
1.   Konsonan 
Huruf Arab Nama Huruf  Latin Nama 
ا alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ب Ba b Be 
ت Ta t Te 
ث sa\  s\ es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h}a h} ha (dengan titik di bawah) 
خ kha                    kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z\al z\ zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش syin sy es dan ye 
ص s}ad s} es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d} de (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain ‘ apostrof  terbalik 
غ gain G Ge 
ؼ  ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م mim M Em 
ى nun N En 
و wau W We 
ه Ha H Ha 
ء hamzah ’ Apostrof 
ى Ya Y Ye 
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Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
       َا fath}ah A a 
  ا Kasrah I i 
  ا d}amah U u 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan  antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ْى fatha  dan ya }<’ Ai a dan i 
 ْْ َو fath}ah dan wau Au a dan u 
Contoh: 
 َفْيَك      : kaifa 
 َلَْوه      : haula 
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3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
Contoh: 
تاَه  : ma>ta 
يَهَر : rama> 
 َلِْيق : qi>la 
 ُثْوَُوي : yamu>tu 
4. Ta>’marbu>t}ah 
Transliterasi untuk ta>’marbu>t}ah  ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau 
mendapat harakat fath}a, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah {{{[t]. 
Sedangkan ta>’marbu>t}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah [h]. 
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>’marbu>t}ah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al-, serta bacaan kedua kata itu terpisah,  maka ta>’ 
marbu>t}ah itu ditransliterasikan dengan ha (ha). 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ى  … I ا  … fath{ah dan alif atau ya>’ a> a dan garis di atas 
 ِى    Kasrah dan ya>’ i> I dan garis di atas 
 ُو   d}ammah dan wau u> u dan garis di atas 
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Contoh: 
ر ِلاَفََطلأْا ُةَضْو َْ  : raud}ah al-at}fa>l 
 َُةلِضاَفلْا ُةَنْيِدَمَْلا : al-madi>nah al-fa>d}ilah 
 ُةَمْكِحْلا  : al-h}ikmah  
5.  Syaddad (Tasydid) 
Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydi>d (   ّْ   ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddad. 
Contoh: 
اَن َّبَر : rabbana> 
اَنَتْي َّخَن : najjaitana> 
  قَحَْلا : al-h}aqq 
 َم ِّعُن : nu’’ima 
  وُدَع : ‘aduwwun 
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh  huruf 
kasrah  (  ِْﯽ ), maka ia ditrasliterasi seperti huruf maddah menjadi i>. 
Contoh: 
  ِيلَع : ‘Ali> (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly) 
  يِبَرَع : ‘Arabi> (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif 
lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan 
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seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyyah maupun huruf 
qamariyyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang 
mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan 
dihubungkan dengan garis mendatar (-). 
Contoh: 
 ُسْمَّشَلا  : al-syams (bukan asy-syams)  
 َُةلَزْل َّزَلا  : al-zalzalah (bukan az-zalzalah) 
 ُةَفَسْلَفَْلا  : al-falsafah 
 َُدلاِبَْلا  : al-bila>d 
7. Hamzah 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 
Arab ia berupa alif. 
Contoh: 
 َنْوُرُْمأَت : ta’muru>n 
 ُعْوَّنَلا : al-nau‘ 
  ءْيَش : syai’ 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat  yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
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akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, 
kata al-Qur’an (al-Qur’a>n), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh.  
Contoh: 
Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n 
Al-Sunnah qabl al-tadwi>n 
9. Lafz} al-Jala>lah (  الله(  
Kata ‚Allah‛ yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainya atau 
berkedudukan sebagai mud}a>filaih (frasa nominal), ditrasliterasi tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
 ِالل ُنْيِد di>nullah  ِاللاِب billa>h 
Adapun ta>’ marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-jala>lah, 
ditransliterasi dengan huruf [t]. 
 Contoh: 
 ُه ِالل ِةَمْحَر ْيِف ْم   : hum fi> rah}matilla>h 
10. Huruf Kapital  
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All Caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
kapital, misalnaya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, 
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tempat, bulan), dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 
didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap 
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Jika terletak pada 
awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan kata huruf 
capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul 
refrensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks 
maupun dalam catatan rujukan (CDK, dan DR). Contoh: 
Wa ma> Muh}ammadun illa> rasu>l 
Inna awwala baitin wud}ia‘a linna>si lallz|i> bi Bakkata muba>rakan 
Syahru Ramad}a>n al-laz|I unzila fi>h al-Qur’a>n 
Nas}i>r al-Di>n al-T{usi> 
Abu> Nas}r al-Fara>bi> 
Al-Gaza>li> 
Al-Munqiz| min al-D}ala>l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibn (anak dari) dan Abu> (bapak 
dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar refrensi. Contoh: 
Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibn Rusyd, Abu> al-Wali>d  
           Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibn) 
 
Nas}r H{a>mid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nasr} H{a>mid (bukan: Zaid, 
Nas}r H{a>mid Abu>) 
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B. Daftar Singkatan 
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  = subh}a>nahu> wa ta‘a>la> 
saw.  = s}allalla>hu ‘alaihi wa sallam 
a.s.  = ‘alaihi al-sala>m 
H  =Hijrah 
M  = Masehi 
SM  = Sebelum Masehi 
l.  = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  = wafat tahun 
QS…/…: 4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS A<l ‘ Imra>n/3:4 
HR  = Hadis Riwayat  
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ABSTRAK 
Nama  :  Abd. Raziq 
Nim  :  80100216016 
Judul Tesis  :  Pembatalan   Nikah   Akibat   Pemalsuan   Identitas   di  Pengadilan  
 Agama Parepare menurut Perundang-undangan Indonesia 
 
Pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Pembatalan 
Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare menurut 
Perundang-Undangan Indonesia. Dari pokok permasalahan tersebut kemudian di 
formulasikan ke dalam beberapa submasalah yaitu: Bagaimana penyebab terjadinya 
kasus pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Parepare ? Bagaimana proses 
penyelesaian perkara Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan 
Agama Parepare Nomor Perkara 0384/Pdt.G/2014/PA. Pare ?. 
Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (Field research) yang bersifat 
deskriptif kualitatif dan berlokasi di Pengadilan Agama Parepare, pendekatan yang 
digunakan adalah pendekatan Syar’I dan pendekatan Yuridis. Adapun pengumpulan 
data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode tehnik wawancara, tehnik 
obsevasi dan dokumentasi, diolah dengan menggunakan analisis reduksi data, 
penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penyebab terjadinya pembatalan nikah 
di Pengadilan Agama Parapare  adalah sebagaimana pada perkara dengan Nomor: 
0384/pdt.G/2014/PA. Pare, dengan alasan adanya penipuan yaitu pemalsuan identitas 
diri oleh pihak yang melangsungkan pernikahan. Dan pernikanhan tersebut tidak ada 
izin poligami dari pengadilan Agama. Hal ini sesuai pasal 22 undang-undang 
perkawinan No. 1 tahun 1974 bahwa pernikahan dapat di batalkan apabila para pihak 
tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, serta pasal 72 ayat 
(2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa seorang suami atau istri 
dapat mengajukan permohonan pembatalan pernikahan apabila pada waktu 
berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami 
atau istri.  
Sementara perkara Nomor : 064/Pdt. G/2011/PA. Pare. Terlihat pada perkara 
tersebut mengenai penyebab terjadinya pembatalan nikah yang diajukan oleh 
pemohon karena wali nikah yang tidak sah dan masih terikat pernikahan dengan pria 
lain, hal tersebut sesuai dengan pasal 71 KHI bagian (e) yang berbunyi suatu 
pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan dilangsungkan tanpa wali atau 
dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. Pertimbangan hukum yang digunakan 
dalam proses menyelesaikan perkara tersebut adalah  menggunakan pertimbangan 
fakta, pertimbangan hukum dan hasil musyawarah majlis hakim. 
Adapun Implikasi dari penelitian ini kiranya dalam pelaksanaan pernikahan 
perlu diperhatikan mengenai identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya 
mengutamakan kebenaran secara administratif saja, namun diusahakan untuk dapat 
dilakukan pengecekan lapangan dan pembinaan  kepada masyarakat, agar dalam 
pelaksaan pernikahan tidak ada aturan yang dilanggar. 
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ABSTRACT 
Name  :  Abd. Raziq 
Student Reg. No.  :  80100216016 
Dissertation Title  : Cancellations of Registered Marriages due to Identity 
Forgeries at Parepare Religious Courts Scrutinized under 
Indonesia’s Legislation System 
 
The study discusses the marriage cancellation cases occurring at Parepare 
Religious Courts by scrutinizing them under Indonesia’s legislation system. It will 
present the discussion in two sub sections. First, this research will examine the 
contributing factors to the marriage cancellation cases in Parepare Religious Courts. 
Then, the second section will follow it up with detailed explanations of how the team 
at Parepare Religious Courts resolve the marriage cancellations due to identity 
forgeries (Nomor Perkara 0384/Pdt.G/2014/PA. Pare? 
This field research took place at Parepare Religious Courts. It uses Syar’I and 
juridical approach to examine the research problems and utilizes interviews, 
observation notes, and visual documentations as the main research materials. After 
analyzing the research materials using data reduction technique, this research will 
draw some conclusions and present the findings descriptively. 
The findings reveal that the contributing factors to the marriage cancellation 
cases at Parepare Religious Courts reflect the case in No: 0384/pdt.G/2014/PA. Pare, 
stemming from identity forgeries of the brides or the grooms. The case also suggests 
that polygamy is excluded in the marriage agreement. By consulting with the 
Indonesia’s legislation system, the findings identify two set of applicable laws to this 
marriage cancellation case. First, The Marriage Acts Article No. 22 Clause No. 1 
Year 1974 explains that marriage cancellations apply when the two parties involved 
in the process fail to meet the legal requirements. Second, The Compilation of Islamic 
Constitutions Article No. 72 Clause (2) mentions that one can request for marriage 
cancellation on the wedding day if they find some faulty information about the bride 
and/or groom’s identities.  
The case No: 064/Pdt. G/2011/PA. Pare. is revocable because of two reasons. 
The first is due to the invalid marriage guardian while the second is because the bride 
is still in marital status with someone else. The Compilation of Islamic Constitutions 
Article No.71 Sub clause (e) clarifies that a marriage without valid guardian can be 
revoked. Therefore, the findings suggest that the marriage cancellation cases at 
Parepare Religious Courts have been resolved after careful considerations from a set 
of facts, legal judgments, and deliberations of the panels of judges. 
The findings of this research will provide some references for creating 
preventive education for public. Besides administrative approach, some efforts should 
be made to educate public about the importance of identity inspections before 
agreeing to marriages. 
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  BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Nikah menurut hukum positif ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang 
laki-laki dengan seorang wanita dalam membentuk keluarga atau rumah tangga utuh, 
bahagia dan kekal berdasarkan  ketuhanan Yang Maha Esa.1 Dalam al-Qur’an Allah 
swt menjelaskan betapa pentingnya tujuan nikah itu yaitu untuk memenuhi 
kebutuhan fitrah manusia yang suka cenderung terhadap pasangannya, agar 
memperoleh ketenangan jiwa dan kebahagiaan. Selain dari itu, untuk beribadah 
kepada  Allah swt, menjaga kehormatan dan  memperoleh keturunan. 
Firman Allah swt. dalam QS al-Ru>m/30:21. 
 
                                             
            
Terjemahnya: 
‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa 
tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan saying. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.2 
                                                                
1
Undang-undang RI  No.1 tahun 1974 bab II pasal 2 dan 3 Tentang  perkawinan. 
2
Kementrian Agama RI,  Al-Qur’a>n dan Terjemahannya (Cet. I; Bandung: Syamsil al-Qur’an, 
2012), h. 406. 
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Pernikahan bagi insan tidak sekedar hanya menyangkut pria dan wanita bakal 
mempelai saja, tetapi lebih dari pada itu  adalah  menyangkut kedua belah pihak dari 
orang tua, saudaranya, bahkan kerabat mereka masing-masing. Soekanto 
mengatakan bahwa : 
Nikah itu bukan hanya suatu peristiwa yang mengenai mereka yang 
bersangkutan (laki-laki dan perempuan yang menikah) saja, akan tetapi juga 
bagi orang tuanya, saudara-saudaranya dan keluarga-keluarganya.3 
 
Lembaga Nikah adalah lembaga yang mulia dan memiliki kedudukan yang 
sangat terhormat dalam hukum islam dan hukum nasional Indonesia. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya peraturan khusus terkait dengan dibentuknya Undang-
Undang Nikah yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah.4 
Salah satu bentuk kebesaran Allah swt yang telah menciptakan  manusia 
yang terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan berpasang-
pasangan. Manusia diberikan sebuah wadah untuk melahirkan keturunan sekaligus 
beribadah dengan cara melaksanakan nikah sesuai dengan ketentuan agama. Nikah 
merupakan jalan utama membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.5 Sebuah keluarga itu ibarat perahu yang 
tidak dapat di terpa badai sehingga dapat mengakibatkan tenggelam jika 
                                                                
3
Tolib Setiady,  Intisari Hukum Adat Indonesia (Bandung: Al Fabeta, 2008), h. 221. 
4
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakat (Jakarta:Kencana, 2008), h.29. 
5
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan 
Undang-undang Perkawinan (Jakarta: Kencana, 2009), h. 243. 
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pengemudinya tidak berpengalaman menyelamatkannya.6 Demikian pula diibaratkan 
sebuah bangunan, dimana sebuah bangunan akan cepat runtuh bila tidak memiliki 
pondasi yang kuat dan kokoh. Pernikahan yang sah akan menjadi sarana untuk 
mencapai cita-cita  dalam membina rumah tangga yang bahagia, dimana seorang 
suami dan seorang isteri serta anak-anaknya kelak bisa hidup rukun, damai dan 
tenteram menuju terwujudnya masyarakat sejahtera secara materiil maupun 
spiritual. Oleh sebab itu nikah bukanlah semata-mata kepentingan dari orang yang 
melangsungkan nikah saja tapi juga demi kepentingan keluarga dan masyarakat.7 
Pelaksanaan nikah dapat memberikan tambahan hak dan kewajiban bagi 
seseorang, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat. Akan tetapi 
dengan adanya perubahan yang terjadi dari status seseorang akibat dari pernikahan 
tersebut belum berarti seseorang yang sudah melaksanakan nikah suda mengerti 
betul apa yang menjadi hak dan kewajibannya dalam hubungan pernikahan . Untuk 
mencapai tujuan dari  pelaksanaan nikah itu, perlu adanya peraturan-peraturan yang 
akan menjadi dasar dan syarat yang harus terpenuhi sebelum dilaksanakannya 
perkawinan.  
Salah satu prinsip yang terkandung dalam undang-undang perkawinan adalah 
perlindungan bagi kedua calon mempelai sekaligus pendewasaan usia individu yang 
                                                                
6
Hasan Basri, Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi  dan Agama (Yogyakarta; Pustaka 
Pelajar 1999) h. 3-4. 
7
Nuruddin,  Amiur  dan Tarigan, Azhari Akmal, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Study 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai 
Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta: Kencana 2006), h. 115. 
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akan melaksanakan nikah, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara 
kejiwaan.  
Asas kematangan terterah pada Pasal 7 Ayat 1 ‚Nikah hanya di izinkan jika 
pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 
mencapai umur 16 (enam belas ) tahun.‛ Hal ini menjadi syarat usia minimal yang 
harus terpenuhi.8 Selain itu Nikah bisa terlaksana jika telah terpenuhi  rukun dan 
syarat-syratnya yang berdasarkan hukum islam dan kepercayaan masing-masing, 
sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Nikah, kemudian  dicatatkan sebagaimana yang dimaksud 
dalam pasal 2 ayat (2) undang-undang tersebut. 
Di dalam sebuah kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan 
dengan hukum takli>fi>, maupun hukum wad’i> dapat bernilai sah, dan bisa pula 
bernilai fasad (fa>sid) atau batal (ba>til).9 
Suatu pernikahan  yang telah terjadi atau telah berlangsung, jika di kemudian 
hari diketahui tidak memenuhi salah satu rukun dan Syarat-syaratnya untuk 
melangsungkan sebuah pernikahan, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan.10  
Adapun pernikahan yang dibatalkan, hanya dapat ditempuh melalui sidang 
Pengadilan. Sebab bagi masyarakat Indonesia secara yuridis formilnya, dalam 
                                                                
8
Undang-undang RI  No.1 tahun 1974  bab II pasal 7,  Tentang  perkawinan (Bandung: Citra 
Umbara, 2012). h. 4. 
9
Satria Efendi M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer (Cet. II; Jakarta: 
Prenada Media, 2004).h. 19. 
10
 Djaman Nur, Fiqih Munakahat  (Bengkulu: Dimas, 1993), h. 169. 
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memperoleh pembuktian tentang putusnya perkawinan sebagaimana sahnya menurut 
Undang-undang yang berlaku. 
Pembatalan nikah dapat berlaku bila putusan pengadilan telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap, putusan tersebut mempunyai kekuatan tetap sejak 
berlangsungnya pernikahan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah 
terjadi, ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 tahun 
1974,yang berbunyi: 
‚Batalnya suatu perkawinan di mulai setelah keputusan pengadilan mempunyai 
kekuatan hukum tetap, dan berlaku sejak berlangsungnya nikah‛.11 
 
Tetapi putusan tersebut tidak berlaku bagi anak mereka yang lahir dari nikah 
yang dibatalkan. Hal ini dapat di lihat pada pasal 28 ayat (2) huruf a. Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974: 
"Keputusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang di lahirkan dari Nikah 
tersebut.’’12 
 
Jika melihat akibat hukum pembatalan nikah terhadap suami isteri adalah 
bahwa pernikahan akan putus jika terjadi pembatalan dan bagi para pihak yang 
dibatalkan nikahnya kembali kestatus semula karena pernikahan tersebut dianggap 
tidak sah dan tidak pernah ada. Bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut  
tetap dianggap sebagai anak yang sah dan tetap menjadi tanggungjawab kedua belah 
pihak suami dan isteri, dengan demikian kedua orangtua tetap berkewajiban 
mendidik dan memelihara anak tersebut berdasarkan kepentingan anak sendiri.  
                                                                
11
Undang-undang RI  No.1 tahun 1974  bab IV pasal 28 ayat 1,  Tentang  perkawinan h. 10. 
12
Undang-undang RI  No.1 tahun 1974  bab IV pasal 28 ayat 2,  Tentang  perkawinan  h. 10. 
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Namun apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan pembatalan  nikah, 
maka perkawinan tersebut tetap sah secara yuridis. Secara sederhana ada dua sebab 
terjadinya pembatalan nikah. Pertama, adanya pelanggaran prosedural pernikahan. 
Misalnya tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak adanya saksi dan 
pelanggaran prosedural lainya. Kedua pelanggaran terhadap materi perkawinan. 
Misalnya adanya perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman, adanya pemalsuan 
identitas atau salah sangka terhadap calon suami dan istri.13 Atau ada sebab lain 
yang dapat membatalkan pernikahan. 
Namun kita lihat dimasyarakat masih banyak terjadi pernikahan yang tidak 
sesuai  dengan prosedural yang  telah ditentukan baik agama maupun perundang-
undangan. Misalnya salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan, kemudian 
melangsungkan pernikahan lagi tanpa izin dari Istri pertamanya sehingga terjadi 
pemalsuan identitas. Bahkan sebagian masyarakat belum mengerti prosedur dalam 
pelaksanaan pernikahan maupun tata cara pelaksanaan pembatalan perkawinan. 
Sehingga membutuhkan peran parah tokoh masyarakat dan para pakar hukum 
khususnya peran pradilan agama dalam penyelesaikan masalah tersebut. Oleh karena 
itu penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahaui permasalahan Fasakh,  serta 
peran pengadilan agama dalam menyelesaikan kasus pembatalan nikah yang terjadi 
di masyarakat khususnya kasus pembatalan nikah disebabkan pemalsuan identitas. 
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Djaman Nur, Fiqih Munakahat  h. 168. 
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Di Pengadilan Agama Parepare telah terjadi tiga kasus pembatalan nikah dua 
di antaranya disebabkan pemalsuan identitas dan perkara ketiga  disebabkan karena 
menggunakan wali yang tidak sah bahkan masih terikat perkawinannya dengan pria 
lain. 
Pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas yang terjadi di Pengadilan 
Agama Parepare berawal dari pernikahan suami HN sebagai penggugat yaitu MR 
yang berkedudukan sebagai tergugat I dengan seorang perempuan yang bernama ST 
yang berkedudukan sebagai tergugat II tanpa mendapat izin poligami dari 
Pengadilan Agama Parepare dan juga izin dari HN sebagai istri pertama. 
Pada awal sebelum pernikahan MR dengan ST.  MR mengaku sebagai duda 
cerai mati dan berprofesi sebagai wiraswasta. Padahal sebenarnya istri pertamanya 
masih masih hidup yaitu HN yang dalam hal ini berkedudukan sebagai penggugat 
sedangkan profesi MR yang sebenarnya adalah Guru PNS bukan sebagai wiraswasta. 
Tak lama setelah pernikahan tersebut sekitar tiga bulan Adik HN yang berprofesi 
sebagai polisi memberitahukan bahwa suminya yatu MR telah melakukan 
perkawinan dengan seorang wanita yang bernama ST dengan memberikan akta nikah 
antara MR dengan ST. Mengetahui akan hal itu HN sebagai penggugat merasa sakit 
hati dan meloporkan kejidian ini kepada Pengadilan Agama Parepare dimana wiliyah 
tempat terjadinya pernikahan MR dengan ST. 
Dari perkara tersebut menjadi menarik bagi peneliti untuk lebih mencermati 
lebih dalam bagaimana Majlis hakim di Pengadilan Agama Parepare menyelesaikan 
kasus tersebut dengan terlebih dahulu melakukan penelitian dan mencoba 
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mengambil judul ‚Pembatalan Nikah akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan 
Agama Parepare menurut Perundang-undanga Indonesia‛. Yang menjadi wilayah 
penelitian kali ini yaitu Kota Parepare Provinisi Sulawesi Selatan dengan fokus di 
Pengadilan Agama Kota Parepare. 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Untuk dapat memberikan kemudahan memahami  tesis ini, dibutuhkan 
beberapa penjelasan yang berhubungan  dengan judul ini yakni: ‚ Pembatalan Nikah 
akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan Agama Parepare menurut perundang-
undangan  Indonesia’’. 
 ‚Pembatalan‛ menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pernyataan 
batal (urung, tidak jadi). atau dapat bermakna mengakhiri sesuatu yang berlaku 
sebelumnya.14 Sedangkan Nikah berasal dari bahasa Arab yaitu, (حكن-حكني-)اًحاكن  yang 
artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan bersetubuh (wathi).15 Menurut 
Sulaiman Rasyid nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 
hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan antara keduanya bukan muhrim.16 Berdasarkan pengertian tersebut yang 
dimaksud dengan pembatalan nikah adalah batalnya ikatan sebuah perkawinan 
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Kementrian pendidikan Nasional,  Kamus Besar Bahasa Indonesia….. h. 456. 
15
Abdurrahman Ghazali, Fiqih munakahat , Edisi V ( Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2012),  
h. 7. 
16
Sulaiman Rasyid, Fiqhi Islam (Jakrta: at-Tahiriyah, 1954), h. 355. 
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antara suami istri disebabkan tidak terpenuhi salah satu rukun dan syarat-syarat 
dalam nikah. 
Batalnya perkawinan atau putusnya nikah dapat juga dikenal dengan fasakh. 
Yang di maksud dengan fasakh adalah memutuskan atau membatalkan ikatan 
hubungan antara suami dan istri. Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya rukun 
dan syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang 
datang kemudian dan membatalkan kelangsungan pernikahan.17 
Pemalsuan berarti pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau 
dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. 
Identitas memiliki pengertian suatu ciri-ciri atau tanda-tanda yang melekat 
pada diri seseorang individu yang menjadi ciri kasnya. 
 Jadi Pemalsuan Identitas  adalah Perbuatan pemalsuan yang  dilakuakan oleh 
seseorang dengan tujuan tertentu yang secara illegal akan menggunakan segala 
macam cara untuk membuat identitas palsu. 
 
Perundang-undangan Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh 
lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Adapun 
perundang-undangan yang peneliti maksudkan pada penelitian kali ini ialah Undang-
undang No.1 tahun 1974 tentang Nikah dan KHI (kompilasi hukum islam), karena 
memuat tentang aturan kekeluargaan khususnya dibidang nikah. 
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Abdurrahman Ghazaly, Fiqh Munakahat  (Jakarta: Kencana, 2003). h. 141-142 
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Deskripsi Fokus adalah tempat penelitian, sehingga penelitian tersebut akan 
terpaku dan terarah pada tempat tersebut dan tidak keluar dari pembahasan yang 
akan diteliti, peneliti akan menentukan objek penelitian di Kota Parepare Sulawesi 
Selatan. 
Setelah kita mengenal pengertian dari setiap kata-perkata yang digunakan 
dalam judul ini, maka fokus penelitian dan deskripsi fokus dalam penelitian tesis ini 
adalah: 
Fokus Penelitian Diskripsi Fokus 
 Penyebab terjadinya Pembatalan 
Nikah di Pengadilan Agama Parepare 
- Menganalisis penyebab terjadinya 
kasus Pembatalan Nikah di 
Pengadilan Agama Parepare 
 
 Pembatalan nikah akibat pemalsuan 
Identitas Nomor : 0384/Pdt./2014/PA. 
Pare 
- Menganalisis Proses penyelesaian kasus 
Pembatalan nikah akibat pemalsuan 
identitas 
- Melalui wawancara dengan Majlis 
Hakim dan Panitera di Pengadilan 
Agama Parepare kemudian menarik 
kesimpulan yang ditimbulkan dari 
perkara tersebut. 
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C. Rumusan Masalah 
Melihat latar belakang di atas maka pokok masalah yang timbul adalah 
‚Pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Parepare 
menurut perundang-undangan Indonesia.’’ 
Adapun sub masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Bagaimana penyebab terjadinya kasus Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama 
Parepare ?   
2. Bagaimana Proses penyelesaian Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Identitas 
di Pengadilan Agama Parepare nomor Perkara 0384/Pdt./2014/PA. Pare. ? 
D. Kajian Pustaka /Penelitian Terdahulu 
Dalam melakukan sebuah penelitian tentunya membutuhkan literatur sebagai 
acuan serta memiliki hubungan dengan pokok pembahasan, maka peneliti melakukan 
penulusuran melalui kajian pustaka dan telaah terhadap teori dan karya-karya  
Ilmiyah, baik berupa buku-buku maupun tesis dan lain sebagainya. Adapun literatur 
yang dijadikan sumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh Sunnah. Jilid 8 dalam  bagian sub 
buku tersebut membahas tentang masalah pembatalan nikah serta sebab-sebab 
terjadinya Fasakh merupakan salah satu pokok pembahasan dalam penelitian ini. 
Buku karya Moch Isnaini, yang berjudul Hukum Perkawinan Indonesia dalam 
buku tersebut membahas tentang Pembatalan nikah dan akibat hukumnya, Menurut 
Isnaini kasus pembatalan nikah meski jarang terjadi tetap merupakan perkara yang 
tidak gampang diselesaikan, karena ketidak jelasan yang ditimbulkan oleh masalah 
12 
 
 
 
tersebut menimbulkan adanya adu arguman dikalangan akademisi menjadi kian 
jamak, sehingga hasil telaah akan berbeda-beda, mengingat sudut pandang yang 
dijadikan tolak ukur tidak sama. 
Buku karya Roihan A. Rasyid, dengan judul Hukum Acara Pradilan Agama 
dalam buku tersebut membahas bagaimana tahapan-tahapan penyelesian perkara 
pembatalan nikah. 
Adapun karya ilmiyah yang penulis anggap memiliki kemiripan dengan apa 
peneliti teliti adalah di antaranya, tesis yang ditulis oleh  Yusnidar  Rachman dengan 
Judul Pembatalan Nikah serta akibat hukumnya di pengadilan agama Slawi.18 adapun 
hasil penelitian dari tesis tersebut adalah bahwa penggugat dapat mengajukan 
permohonan pembatalan nikah kepada pengadilan di daerah hukumnya yang 
meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal istri atau suami. 
(pasal 38 ayat (1) PP. No.9 Tahun1975). Penelitian ini membahas tentang 
pembatalan nikah dan akibat hukumnya, namun yang membedakan dengan 
penelitian terdahulu adalah peneliti tidak hanya membahas pembatalan nikah dan 
akibat hukum saja, tapi lebih pada prosedur penyelesaian perkaranya  di Pengadilan 
Agama Parepare. 
Tesis yang di tulis oleh Trias Yudana dengan Judul Pembatalan Perkawinan 
Poligami tanpa izin  Studi putusan Nomor. 960/Pdt. G/ 2016/ PA. Btl. Di Pengadilan 
Agma Bantul. Dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hukum tentang 
pembatalan nikah sebab poligami dan bagainman Maslah}a dari pada adanya prosedur 
                                                                
18
Yusnidar Rachman. Pembatalan Perkawinan serta kibat Hukumnya di Pengadilan Slawi 
 ( Tesis Pascaserjana, Universitas Diponegoro, Semarang 2006). 
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izin poligami. Diketahui bahwa izin poligami yang diterapkan dalam perundang-
undangan Indonesia mengandung Maslah}ah  bagi suami istri. Jika suami melakukan 
poligami tanpa izin istri dan pengadilan, dilakukan dengan diam-diam tanpa 
memberitahukan istri terdahulu. Maka hal akan menyakiti hati istri dan berdampak 
pada adanya kemudharatan yang timbul. Dengan demikin tanpak bahwa syarat 
adanya izin istri dan pengadilan dalam berpoligami merupakan hal yang dibutuhkan 
demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dari hasil penelitian tersebut yang 
membedakan dengan penelitian terdahulu adalah peneliti lebih pada prosedur 
penyelesaian kasus pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas di Pengadilan 
Agama Parepare. 
 Tesis yang ditulis oleh Aqmal dalam penelitiannya yang berjudul fasakh 
nikah menurut Imam Syafi’I dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam. Pada 
penelitian ini membahas tentang  pendapat imam Syafi’tentang Fasakh kemudian ia 
menghubungkannya dengan kompilasi hukum Islam. Tentunya dalam penelitian ini 
membahas mengenai pembatalan perkawinan namun yang membedakan dengan 
penelitian yang terdahulu ialah penulis menganalisa  bagaimana penyebab terjadinya 
pembatalan nikah yang telah terjadi di di Pengadilan Agama Parepare, serta proses 
penyelesaiannya. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan 
 
a. Untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya Pembatalan Nikah di Pengadilan 
Agama Parepare. 
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b. Untuk mengetahui bagimana proses menyelesaikan kasus perkara pembatalan 
nikah akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Parepare. 
2. Kegunaan 
a. Kegunaan Teoritis 
Selain menambah wawasan peneliti dalam bidang riset, juga dapat berguna 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang, dan mejadi refrensi 
bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan pembatalan 
nikah akibat pemalsuan identitas serta sebagai pemenuhan tugas dalam 
menyelesaikan Magister dalam bidang Syari>ah/Hukum Islam pada Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar. 
b. Kegunaan Praktis 
Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
pada umumnya demi tercapainya pemahaman dan perkembangn hukum Islam di 
Indonesia terkait dengan kasus pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas. 
  
 
15 
 
BAB II                                                                                                                     
TINJAUAN TEORETIS  
 
A. Pengertian dan Dasar  Hukum Nikah 
1. Pengertian  Nikah 
Pengertian ‚Nikah‛ berasal dari bahasa arab yaitu, al-Nika>h  yang bermakna  
al-wathi> dan adz-dzammu wa al-tadakhul. Terkadang juga bermakna adz-dzammu 
wa al-jam’u, atau al-wat}h wa al-aqd. Yang artinya besetubuh, berkumpul dan akad.19 
Secara terminologi ialah akad atau perjanjian yang membolehkan hubungan suami 
istri dengan menggunakan lafadz nakaha atau tazwi>j.20  
Defenisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh Rahmat 
Hakim, bahwa kata nikah berasal dari kata ‚nika>hun‛ yang merupakan masdhar atau 
asal dari kata kerja (fiil ma>dhi) ‚nakaha‛ sinonimnya ‚tazawwaja‛ kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan.21 
Masalah nikah dalam al-Qur’an ditegaskan tidak hanya dalam bentuk garis-
garis besar saja, seperti halnya perintah agama melainkan dijelaskan secara 
tafsili/terperinci. Dalam hal ini kata nikah dalam al-Qur’an terdapat 23 kata, yang 
terbagi ke dalam beberapa bentuk-bentuk pola. Pola fiil mudha>ri dari yunkih}u 
                                                                
19
Wahbah al-Zuhaily, al-figh al-Isla>mi Wa adilltuhu, Juz VII  (Damsyiq: Da>r al-Fikri, 1989), 
h. 29. 
20
Qulyu>bi, Hasyiyatami Jilid 3 (Bairut: Darul Fikr, t.th) h. 206. 
21
Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam  (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 11. 
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(megawinkan) 2 kata dan yastankihu (meminta untuk mengawini) 1 kata  pola fiil 
amar  dari ankih  (kawinkanlah) 3 kata, dan kata al-Nikah sendiri ada 5 kata.22 
Beberapa ulama mendefinisikan  nikah yaitu sebagi berikut: 
 ُع ُق ُدُُ ي
 ُُف ي ُدُ ُح ُلُُ
 ا ُس ُت ُُم ت ُعاُُ ُك ُلُ ُلا ُع
 ُقا ُُد ي ُنُُ ب ُ  لا
 ُخ ُرُ ُع ُل ُوُي ُج
 ُوُ ُلا ُم ُش ُُر و ُع
23  
Artinya:  
Suatu akad yang menghalalkan bersenang-senang setelah terjadi akad nikah 
yang ditetapkan oleh Syariat. 
 
Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan nikah dengan 
     ُع ُق ُدُُ ي
 ُُف ي ُدُ ُح ُلُ ُلا ُع ُش ُ ي ُُر ةُ ُ ب ُ  يُ ُرلا ُج ُلُ ُو ُلا ُم ُُر أ
 ُةُ ُُو  ت ُع ُوا ُ ن ُه ُوُا ُ ي ُدُ ُم ُلا
 ُك ُي ُه ُم
 ُمُا ُنُ ُح ُق ُو ُقُ ُو ُم ُعُا ُُل ي
 ُوُ ُو
 ُجا ُب ُتا24    
Artinya: 
Perkawinan atau nikah adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan   
antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya sehingga 
menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. 
 
Hubungan antara keduanya merupakan tuntutan Allah swt dan sunnah 
Rasulnya, untuk menghalalkan perkawinan tersebut maka di syariatkan adanya akad 
nikah. Pergaulan yang diatur dalam pernikahan akan dapat  membawa keharmonisan, 
kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan antara laki-laki dan perempuan dan bagi 
keturunannya kelak bahkan bagi masyarakat lainnya yang berbeda dalam lingkup 
keduanya.25 
Adapun menurut pandangan imam mazhab tentang nikah adalah : 
 Golongan Syafiiyyah : Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum 
                                                                
22
Muhammad. Fu’ad Abd. Ba >qiy, al- Mu’jam al- Mufahras li al-fa>z al-Qur’an al- Kari>m (Cet. 
III; Kairo: Da>r al-Hadis, 1411 H/1991 M), h. 332. 
23
Muhammad Abu Zahra, al-Ah}wa>l al-Syahkhsyiyah (Kairo: Da>r al-Fikr al-‘Arabiy, 1957), h. 
18. 
24
Muhammad Abu Zahrah, al- Ahwa>l al-Syakhsyiyyah, h. 19. 
25
Sabri Samin dan Andi Nurmaya Areong, Fikih II (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 2 
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kebolehan wat}ha dengan lafal nikah atau tazwijah atau yang semakna dengan 
keduanya. 
 Golongan Hanafiyyah : Nikah itu ialah akad yang memberi faidah untuk 
melakukan mut’ah secara sengaja dan bersenang-senang dengan segaja sesuai 
dengan ketentuan syar’i.26 
 Golongan Malikiyyah : Nikah adalah mengandung ketentuan hukum semata-
mata untuk membolehkan wat}ha, bersenang-senang menikmati apa yang ada 
pada diri seorang wanita yang sudah dinikahinya. 
 Golongan Hambaliyyah : Nikah adalah akad yang menggunakan lafal nikah 
atau tazwij guna membolehkan mengambil faedah dengan bersenang-senang 
dengan wanita yang telah dinikahinya.27 
 Terkait tentang pengertian nikah menurut pendapat para ulama dan imam 
madzhab tersebut para mujtahid sepakat bahwa pengertian nikah adalah suatu ikatan 
yang dianjurkan oleh syariat bagi orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan 
khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sedangkan para imam madzhab 
sepakat bahwa nikah sangat dianjurkan karena yang demikian itu lebih utama dari 
pada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah.28 
Terdapat beberapa pengertian terkait dengan istilah perkawinan atau nikah. 
Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh para ahli dalam bidang hukum 
                                                                
26
Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum perdata Islam di Indonesia (Cet. V; 
Jakarta: Kencana 2014), h. 39. 
27
Sabri Samin dan Nurmaya Aroeng, Fikih II  h. 3. 
28
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi  Fiqih Empat Mazhab 
Terjemahan dari Rahmah al-Ummah fi ikhtilaf al-A’immah (Bandung: Hasyimi, 2004), h. 338. 
 18 
 
 
 
perkawinan. Terdapat perbedaan diantara pendapat-pendapat itu, namun tidaklah 
memperlihatkan adanya pertentangan yang signifikan antara satu pendapat dengan 
pendapat lainnya, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus 
mengenai banyak unsur-unsur yang hendak dimasukkan kedalam perumusan 
pengertian perkawinan  disatu pihak, sedang di pihak lain dibatasi dengan unsur-
unsur lain dalam pengertian perkawinan itu. 
Pada bagian ini, akan dikemukakan pengertian perkawinan sebagai tolak ukur 
dari teori penelitian yang akan dilaksanakan: 
a. Menurut Sayuti T}halib, perkawinan adalah perjanjian suci yang membentuk 
sebuah keluarga melalui perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang 
perempuan.29 
b. Imam Taqiyuddin di dalam kifa>rat al-Akhya>r  mendefinisikan nikah adalah 
‘ibarah akad yang sudah masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, yang 
dimaksud dengan akad di sini adalah al -wat}hu’ (bersetubuh).30 
c. Tahir Mahmood mendefinisikan perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan 
batin antara seorang pria dan seorang wanita masing-masing menjadi suami dan 
istri dalam rangka memproleh kebahagiaan, kedamaian hidup dan membangun 
keluarga dalam sinaran Ilahi.31 
                                                                
29
Sayuti  Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia   (Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta: 
1986), h. 47. 
30
Imam Taqiyuddin, Kifa>rat al-Akhya>r Fi Hal ghayat al-ikhtiyar, Juz II (Bandung: Al- 
Ma’arif, t,t), h. 36. 
31
Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapi KHI (Jakarta: Kencana, 2004,) 
h. 42. 
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d. Menurut Yunus perkawinan adalah akad antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan untuk memenuhi hajat jenisnya menurut syariat.32 
e. Sulaiman Rasyid perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan 
membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki 
dan perempuan antara keduanya yang bukan muhrim.33 
Sedangkan perkawinan menurut hukum islam adalah suatu akad atau perikatan 
untuk menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi  
rasa ketentraman dan kedamaian serta kasih sayang dengan cara yang diridhai   
Allah swt.34 
Tata tertib dan kaidah-kaidah ini pula yang telah dirumuskan dalam suatu 
undang-undang pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 
1 memberikan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria 
dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka membentuk keluarga 
(rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.35 
Dari rumusan tersebut jelas bahwa arti pernikahan adalah ikatan lahir batin 
antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam perkataan ikatan 
lahir batin itu dimaksudkan bahwa hubungan suami istri tidak boleh semata-mata 
                                                                
32
Mahmud yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam (Jakarta: Hidakarya Agung, 1979,) h. 1. 
33
Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam ( Jakarta: at-Tahriyah, 1954), h. 355. 
34
Kompilasi Hukum Islam, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Jakarta, 
1992/1993.  
  
35
Undang-Undang Perkawinan RI Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.  
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hanya berupa ikatan lahiriyah saja tetapi harus juga membina ikatan batin, karena 
ikatan lahir akan mudah lepas tanpa adanya ikatan batin. 
2. Dasar Hukum Perkawinan 
Allah swt telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, begitu pulah 
penciptaan manusia, ada laki-laki dan perempuan supaya berhubungan satu sama 
lain, salin mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup secara damai, bahagia dan 
sejahtera. Sebagaimana Allah swt berfirman: 
QS al-Ru<m/30:21 
 ُ ُُ ُ ُ ُ ُ   ُ  ُ   ُ  ُم ك ن   ي  بُ  
 ُ   ُُُ ُ ُ ُ  ُ     
Terjemahnya: 
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu 
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram 
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 
kebesaran bagi kaum yang berfikir.36 
 
 
QS al- Nisa>/4 : 1 
   ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُُ  ُ ُ ُ
 ُ ُ  ُ ُ ُ  ُُ ُُ ُ  ُ ُ  ُُُ
ُ ُ ُُُُ 
                                                                
36
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya h.  839. 
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ُTerjemahnya: 
 
Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan 
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki 
dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan 
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan 
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga 
dan mengawasi kamu.37 
 
QS al- Nu>r/24 : 32, 
  ُ  ُُ ُُ   ُ  ُُُ  ُ  ُ
 ُُُ ُُُ  ُُُُُُ
Terjemahnya : 
Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-
orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki 
dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah 
akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas 
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.38 
 
 
Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi: 
 ُع ُنُ ُُع ب ُدُ ُللاُ ُبا ُنُ ُم ُس ُع ُو
 ُدُ ُر ُض ُيُ ُو للاُ ُُع ن ُوُ ُق ُلاُُ ُل ن ُرُا ُس ُو ُلُ ُصُللا ُل ُللاُيُ ُع ُُل ي
 ُوُ ُو ُس ُل ُمُُ ي ُمُا ُع ُش ُرُ ُشلا ُب ُباُ
 ُم ُنُ ُسا ُتُ اط ُعُ ُُم ن ُك ُم ُلا ُب ُءا ُةُ ُ ف ُُل ي ُ ت ُُز و ُجُ ُ لَُ  ن م وُ  ج ر ف ل
 لُ ن ص ح أ وُ ر ص ب ل
 لُ ُّض غ أُ و ن  لِ ُي ُس ُت
 ُط ُعُ ُ ف ُع ُُل ي ُوُُ ب ُصلا ُو
 ُمُ
 ُُف ا ُنء ُوُُ ل ُوُ ُو ُجا ُءُ)ويلعُقفتم(ُ39   
 
 
                                                                
37
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya h. 148. 
38
Kementrian Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya  h. 540. 
39
Al-Ima>m al-Hafidz ibnu Hajar al-Asyqola>ni>, Bulughul al-Marom min adillati al-Ahka>mi  
(Semarangt: Maktabah Thoha Putra, t.th), h. 208. 
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Artinya : 
Dari Abdullah ibnu Masud r.a Rasulullah saw bersabda kepada kami: Wahai 
pemuda barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah maka 
kawinlah, karena menikah itu menundukkan mata dan memelihara faraj 
(kehormatan atau kemaluan) dan barang siapa tidak sanggup untuk menikah 
maka hendaklah ia berpuasa (Muttafaqun Alaih). 
 
Selain dari dalil-dalil tersebut di atas masih banyak dalil-dalil yang 
menjelaskan tentang perintah pernikahan, baik dalil dalam al-Qur’an sendiri maupun 
hadis dengan tujuan  agar mencapai mahligai rumah tangga yang sakinah, mawaddah 
warahmah, serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholeha. 
3. Hukum Melakukan Pernikahan 
Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku 
pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuh-
tumbuhan. Ia adalah sesuatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan 
Makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.40 Mengenai 
masalah hukum nikah para ulama berbeda pendapat. Perbedaan masalah nikah 
menurut Ibnu Rusyd disebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam bentuk kalimat 
perintah dalam ayat dan hadis-hadis Nabi.41 
 Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. 
Golongan Zhahiriyah mengatakan bahwa hukum nikah itu wajib. Dan ulama 
Malikiyah mutaakhiri>n berpendapat bahwa nikah itu wajib hanya sebagian orang 
                                                                
40
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional (Cet. I; Samata: Uin University Press, 2014), h. 7. 
41
Ibn Rusyd, Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}hid (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), Jilid 
II h. 2 
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saja dan sunnah untuk sebagian lainnya. Ini di tinjau dari kekhawatiran mereka atas 
dirinya.42 
Al-Jaziri berpendapat bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan 
pernikahan, hukum nikah berlaku bagi hukum-hukum Syariat yang lima, adakalanya 
wajib, haram, makruh, sunnah dan adakalanya mubah.43 Ulama Syafi’iyah 
mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, 
wajib, haram dan makruh. Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa 
hukum asal nikah adalah mubah hal ini disebabkan mayoritas masyarakat Indonesia 
bermazhab Syafi’iyah.44 
Adapun dilihat dari kondisi maslahah seseorang, maka pembagian hukum 
nikah adalah sebagai berikut: 
a. Nikah hukumnya wajib, bagi orang yang telah pantas untuk kawin, mempunyai 
kemauan dan kemampuan untuk menikah, serta takut terjerumus dalam perbuatan 
zina jika tidak menikah.45 Mazhab Maliki mengatakan bahwa hukum menikah 
wajib bagi setiap orang sedangkan mazhab Hanafi memberikan empat syarat 
pertama apabila yakin akan berbuat zina jika tidak menikah, kedua tidak sanggup 
untuk berpuasa, ketiga tidak memiliki budak untuk di gauli dan keempat memiliki 
                                                                
42
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munkahat ( Cet. V; Jakarta:Kencana, 2012), h. 16. 
43
Abdurrahman Al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mzahib al-arba’ah (Mesir: Da>r al-Irsya>d, 
t.th), Jilid Ke-7, h. 4. 
44
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munkahat , h. 18. 
45
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Muna>kaha>t dan 
Undang-undang perkawinan, Edisi I (Cet. V; Jakarta: Kencana, 2014), h. 46. 
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kemampuan membayar mahar atau mampu memberi nafkah yang halal.46 Namum 
Imam Al-Qurtubi berkata bahwa para ulama tidak berbeda pendapat tentang 
wajibnya seseorang untuk menikah bila dia adalah orang yang mampu dan takut 
tertimpa resiko zina pada dirinya.47 
b. Pernikahan sunnah hukumnya bagi orang yang mampu namun masih tidak merasa 
takut jatuh kepada zina. Barangkali karena masih mudah umurnya atau 
lingkungannya yang baik dan kondusif sehingga yakin bahwa tidak akan 
tergelincir dalam perzinahan. Namun bila dia menikah tentu itu lebih utama 
baginya.48 
c. Mubah hukumnya bagi orang yang mampu melakukan penikahan, tetapi apabilah  
tidak melakukan pernikahan tidak kuwatir akan berbuat zina dan apabilah 
melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya. Dengan kata lain 
perkawinan tersebut hanya didasarkan pada kesenangan saja bukan dengan tujuan 
menjaga kehormatan agamanya.49 Sedangkan menurut  Mohammad Daud Ali 
bahwa perkawinan hukum asalnya mubah apabilah dikaitkan dengan kaidah atau 
hukum yang lima atau bisa berubah berdasarkan illatnya, (motif atau alasanya).50 
                                                                
46
Abdurrahma>n al- Jaziry, Kitab al Fiqih ‘ala al- Mazhahib al- Arba’ah, Juz IV (Mesir: 
Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra, 1969), h. 4. 
47
 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, Terj. Saefullah Ma’sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 
1994), h. 549. 
48
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional , h. 21 
49
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, h. 21. 
50
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 4. 
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d. Haram hukumnya bagi orang-orang yang tidak mempunyai kamauan dan tidak 
memiliki kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-
kewajibannya dalam rumah tangga, sehingga akan merusak kehidupannya dan 
pasangannya.51 
e. Hukumnya makruh, apabilah seseorang tidak mempunyai penghasilan sama sekali 
dan tidak sempurna kemampuan untuk berhubungan seksual. Kecuali calon 
Istrinya rela dan punya harta yang cukup untuk membiayai kehidupan mereka, 
maka hukumnya diperbolehkan bagi mereka meski dengan karahiyah.52 
4. Rukun  dan Syarat Nikah 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah tidaknya perbuatan tersebut menurut dari segi hukum. 
Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya 
merupakan sesuatu yang harus diadakan dalam suatu perkawinan, jika keduanya 
tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan perkawinan tidak sah.53                                                                                                            
Para ulama berbeda pandangan dalam menetapkan jumlah atau bagian dari 
rukun Pernikahan, ada ulama yang memandang bahwa suatu hal merupakan bagian 
dari rukun akan tetapi menurut ulama lainnya hal tersebut merupakan pembagian 
wajib atau syarat.54  
                                                                
51
Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat, h. 20. 
52
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional , h. 22. 
53
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Muna>kaha>t dan 
Undang-undang perkawinan, h. 59. 
54
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Nasional , h. 12. 
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Perbedaan dikalangan ulama kerap terjadi mengenai penetapan rukun 
pernikahan. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat ulama atau mazhab tentang 
bilangan dan penyebutan rukun dalam perkawinan antara lain: 
Menurut pendapat kalangan atau golongan mazhab Maliki, rukun-rukun 
pernikahan terdiri dari: 
a. Wali nikah dari pihak perempuan. 
b. As-Shadaq (mahar) 
c. Calon suami dan calon istri 
d. Akad. 
Adapan menurut pendapat mazhab Syafi’i rukun-rukun perkawinan adalah: 
a. Calon kedua mempelai (suami dan istri); 
b. Wali nikah untuk mempelai perempuan; 
c. Dua orang saksi; 
d. Dan sighah (akad).55 
Menurut Mughammad Asnawi rukun nikah adalah sebagai berikut: 
a. Adanya akad nikah atau sighah; 
b. Adanya saksi; 
c. Adanya wali nikah.56 
Menurut mazhab hanafiyah tentang rukun pernikahan, golongan ini melihat 
perkawinan hanya dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang 
                                                                
55Gus Arifin, Menikah untuk bahagia: Fiqih Nikah Kama Sutra Islami (Jakarta: PT Elex Media 
Komputindo, 2010 ), h. 103. 
56Mohammad Asnawi, Nikah dalam perbincangan dan perbedaan  (Cet. I; Yogyakarta: Darussalam, 
2004), h. 50 
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melangsungkan perkawinan itu, oleh karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh 
golongan hanafiyah adalah hanya akad nikah saja yang dilakukan oleh kedua belah 
pihak yang melangsungkan pernikahan, sedangkan yang lainnya seperti saksi, dan 
mahar dikelompokkan kedalam syarat-syarat perkawinan.57 
Kompilasi Hukum Islam menjelaskan rukun nikah pada pasal 14, yaitu: 
a. Calon suami; 
b. Calon istri; 
c. Wali nikah; 
d. Dua orang saksi; 
e. Ijab kabul. 
Dari beberapa pendapat ulama atau mazhab yang telah dikemukan, yang 
menjadi tolak ukur dari perbedaan antara mereka khususnya dalam penyebutan 
jumlah dari rukun perkawinan dalam masalah shadaq (mahar), ada yang 
memasukkan mahar sebagai rukun perkawinan seperti mazhab Maliki, ada juga yang 
menyebutkan sebagai pemberian yang sifatnya wajib.58 Para ulama sepakat dalam 
hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan yaitu harus adanya 
akad perkawinan laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan menikah, wali 
dari pihak perempuan dan saksi yang menyaksikan akad perkawinan. Mengenai 
                                                                
57
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Muna>kaha>t dan 
Undang-undang perkawinan, h. 60. 
58
Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum 
Nasional , h. 14 
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masalah mahar ulama masih berbeda pendapat sebagaimana yang telah dijelaskan 
tersebut diatas. 
Terkait dengan sahnya suatu pernikahan, pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan: 
a. Perkawinan sah, apabilah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing 
serta kepercayaan itu. 
b. Tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
Pernyataan tersebut diatas dijelaskan kembali pada bagian penjelasan dalam 
pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu ‚dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, 
tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, 
sesuai dengan undang-undang Dasar 1945’’. Atas penjelasan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketentuan 
agama dan kepercayaan dari setiap individu dan orang yang akan melaksanakan 
perkawinan tersebut. 
Syarat perkawinan merupakan hal yang sangat penting, karena suatu 
perkawinan yang dilaksanakan dengan tanpa memenuhi persyaratan yang ditentukan 
oleh undang-undang, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. 
Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan yang tercantum 
dalam Bab II pasal 6 adalah sebagai berikut: 
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1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; 
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya; 
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam 
keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) 
pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua 
yang mampu menyatakan kehendaknya; 
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 
mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 
yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 
keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dapat menyatakan 
kehendaknya; 
5. Dalam hal perbedaan pendapat antara orang yang telah disebutkan pada ayat 
(2), (3) dan (4), atau dalam pasal tersebut, atau salah seorang atau lebih di 
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau 
permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar 
orang-orang dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini; 
6. Ketentuan pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 
bersangkutan tidak menentukan lain.59 
                                                                
59
Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi 
Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 samapi KHI  h. 68. 
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Syarat dan rukun menurut hukum Islam dalam sebuah perkawinan tidak dapat 
dipisahkan,  bahkan syarat-syarat perkawinan ikut pada rukunnya.60 
Adapun syarat-syarat pernikahan yang mesti dipenuhi untuk laki-laki dan 
perempuan menurut hukum Islam adalah sebagai berikut: 
a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, jenis 
kelaminnya, keberadaannya dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya; 
b. Keduanya sama-sama beragama Islam; 
c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan; 
d. Kedua belah pihak telah setuju untuk menikah dan setuju pula dengan pihak yang 
akan mengawinkannya; 
e. Keduanya telah  mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.  
Meski tentang batas usia perkawinan tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh, 
bahkan kitab fiqh membolehkan nikah meski anak laki-laki dan perempuan masih 
dalam keadaan kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur’an yang 
secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia dalam perkawinan dan tidak pula 
ada hadis Nabi yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri 
menikahi Sitti Aisyah pada saat umurnya 6 tahun dan menggaulinya setelah umur 9 
tahun.61 
                                                                
60
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia  (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 
h. 71 
61
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Muna>kaha>t dan 
Undang-undang perkawinan, h. 66. 
 31 
 
 
 
Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk al-Qur’an dan hadis Nabi 
yang menjelaskan tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur’an  
maupun hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. 
Dan adapun al-Qur’an adalah firman Allah dalam surah al-Nisa ayat 6 menyebutkan: 
 ُ  ُ  ُ ُ ُ   ُُُ 
 
Terjemahnya: 
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.62  
 
Dari keterangan ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan itu memiliki 
batas umur sedang batas umur itu manakalah anak itu baik perempuan maupun laki-
laki jika mereka telah baligh. 
Adapun hadis Nabi yang menyebutkan tentang batas umur adalah : 
 ُع ُنُ ُُع ب
 ُدُ ُللاُ ُبا ُنُ ُم ُس ُع ُو
 ُدُ ُر ُض ُيُ ُو للاُ ُُع ن ُوُ ُق ُلاُُ ُل ن ُرُا ُس ُو ُلُ ُصُللا ُل ُللاُيُ ُع ُُل ي
 ُوُ ُو ُس ُل ُمُُ ي ُمُا ُع ُش ُرُ ُشلا ُب ُباُ
 ُم ُنُ ُسا ُتُ اط ُعُ ُُم ن ُك ُم ُلا ُب ُءا ُةُ ُ ف ُُل ي ُ ت ُُز و ُجُ ُ لَُ  ن م وُ  ج ر ف ل
 لُ ن ص ح أ وُ ر ص ب ل
 لُ ُّض غ أُ و ن  لِ ُي ُس ُت
 ُط ُعُ ُ ف ُع ُُل ي ُوُُ ب ُصلا ُو
 ُمُ
 ُُف ا ُنء ُوُُ ل ُوُ ُو ُجا ُءُ(ملسموُراخبلاُهاورُ)63       
Artinya : 
 
Dari Abdullah ibnu Masud r.a Rasulullah saw bersabda kepada kami: Wahai 
pemuda barang siapa diantara kalian telah sanggup untuk menikah maka 
kawinlah, karena menikah itu menundukkan mata dan memelihara faraj 
(kehormatan atau kemaluan) dan barang siapa tidak sanggup untuk menikah 
maka hendaknyalah ia berpuasa (H.R Bukhari dan Muslim dari Umar Ibnu 
Hafsha). 
 
                                                                
62
Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya h. 115. 
63
Al-Ima>m al-Hafidz ibnu Hajar al-Asyqola>ni>, Bulughul al-Marom min adillati al-Ahka>mi..  
h. 208. 
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Seperti yang di sebutkan dalam hadis Nabi tersebut dapat dipahami, bahwa 
untuk melangsungkan pernikahan harus memiliki kemampuan dan persiapan dalam 
melangsungkan pernikahan. Dan adapun persiapan untuk menikah hanya dapat 
dilakukan atau dapat terjadi bila seseorang telah dewasa. 
5. Orang yang berhak menjadi Wali Nikah 
Setelah mengetahui syarat-syarat nikah, tentu yang tak kalah pentingnya yang 
perlu diperhatikan adalah wali nikah karena merupakan salah satu rukun dari pada 
nikah itu sendiri. Sebelum menguraikan siapa yang berhak untuk menjadi wali nikah 
terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan wali nikah. Yang 
dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah orang yang ditetapkan menjadi atas 
nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Keberadaan wali dalam suatu 
akad nikah merupakan keharusan dan tidak akan sah pernikahan tersebut tanpa 
adanya wali nikah. Hal tersebut berlaku bagi seluruh perempuan dewasa, yang masih 
kecil, perawan atau janda.64  
Adapun dasar  akad nikah dianggap sah apabilah ada seorang wali atau 
wakilnya yang menikahkannya, sebagaimana dalam hadis Nabi menyebutkan. 
 ُا ُُّيّ ُماُا ُُر أ
 ُةُُ ن ُك ُح ُتُُ ب ُغ ُ يُُ
 ا ُذ ُنُ ُُو
 ل ُ ي ُه ُفا ُن ُك ُحا ُه ُبُا ُطا ُلُ
 ُا فءُا ه  ج ر  فُ  ن
 مُ ل ح ت  ساُا  بُِ  ر  ه م لاُا ه ل  فُا 
 بُِ ل خ دُ  ن
ا فُا و ر ج ت  ساُ
 ن ا فُي  ل وُ نا ط لُّسللُا  لَُ  ل و  ُلاُ  ن مُاسنلاُلااُةعبرلاُماماُهاور(ىئ)
65ُُ  
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Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar fiqih, Edisi I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003), h. 90. 
65
Imam al-Ha>fiz} Abi Da>ud Sulaima>n bin al-sajastani al-azadiy, Sunan Abu> Da>ud Juz 1 ( t.tp: 
Dar al-fikr, 1994 M/ 1414 H), h. 478. 
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Artinya: 
 
Apabila seorang perempuan menikah tanpa ada izin dari walinya maka 
nikahnya batal, apabila suaminya telah menggaulinya, maka bagi dia berhak 
menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan 
menikahkannya maka wali hakim (pemerintah) yang menjadi wali bagi 
perempuan yang dianggap tidak memiliki wali. (Riwayat Imam Empat kecuali 
al- Nasai). 
 
Adapun hadis lain menyebutkan: 
 ُحُ ن بُ ما ش
 ىُا ن  ث  د حُُّي
 ل ي ق ع لاُ  نا و ر مُ ن بُ د م  مُُا ن  ث  د حُُّي
 ك ت عل اُ ن س  لْاُ ن بُ ل ي
  جَُا ن  ث  د حُ  ن عُ, نا س
 ُلاُ:ُ م ل س وُ
 و ي ل عُ و للاُي ل صُ  ل و س رُلا قُ:  لا قُ,ُ ة ر  ي ر ىُ  بِ أُ  ن عُ, ن  ي
 سُ ن بُ دّم  مُُ ُ ت ُُز و ُجُُ اُ 
ُل ُر أ ُة ُلا ُم ُُر أ ُوة ُلا  
 ُ ت ُُز و ُجُُ ا ُرل ُأ ُةُ ُ ن ُف ُس ُها)نيطقرادلاوُةجامُنباُخاور(
66  
Artinya: 
Bercerita kepada kami Jamil ibnu Hasan al-Atki, bercerita kepada kami 
Muhammad ibnu Marwan al-Aqli, bercerita kepada kami Hisyam Ibnu Hassan, 
dari Muhammad Ibnu Sirrin, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda: 
Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya dan janganlah 
pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri. (H.R. Ibnu Ma>jah dan 
D<>a>rukutni dari Abu Hurairah>). 
 
Adapun yang berhak menjadi wali nikah dalam sebuah perkawinan adalah 
sebagai berikut : 
a. Wali Nasab 
Wali nasab ialah wali yang hak perwaliannya didasarkan karena hubungan darah. 
Ini bisa orang tua kandungnya, dan bisa juga wali aqrab dan wali ab’ad (saudara 
terdekat atau atau jauh.)67 
 
                                                                
66Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazi >d al-Qaswiniy, Sunan Ibnu Majah  (t.tp: Dar al-Fikr, 
207-275H), h. 606. 
67
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 
2015), h.67. 
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b. Wali aqrab 
Wali aqrab ialah wali yang berhak menikahkan sorang perempuan yaitu ayah 
kandungnya jika tidak ada ayah maka perwaliannya pindah kepada kakek. 
Kaduanya punya kekuasaan mutlak terhadap anak perempuan yang akan di 
kawinkannya.68 
c. Wali Ab’ad 
Wali Ab’ad adalah wali dalam garis kerabat selain ayah dan kakek, juga selain 
anak dan cucu, karena anak menurut jumhur ulama tidak boleh menjadi wali 
terhadap ibunya dari segi posisinya sebagai anak, bila berkedudukan sebagai wali 
hakim boleh ia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. 
d. Wali ‘Adhal 
Wali ‘adhal ialah wali yang tidak mau menikahkan anaknya karena alasan 
tertentu atau tidak ada atau karena sebab lain  secara fisik tapi hak perwaliannya 
tidak ada. Apabila terjadi seperti ini maka perwaliannya langsung pindah kepada 
wali hakim.69 
e. Wali Hakim 
Wali Hakim ialah yang bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada 
atau tidak munkin menghadirkannya atau tidak di ketahui tempat tinggalnya atau 
                                                                
68
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Muna>kaha>t dan 
Undang-undang perkawinan h. 75. 
69
Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia h. 66. 
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gaib atau adhal atau enggan. Wali hakim baru boleh bertindak sebagai wali nikah 
setelah ada putusan dari Pengadilan Agama (PA) tentang wali tersebut.70 
f. Wali Muhakkam 
Wali muhakkam adalah orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk 
oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan 
seorang lelaki yang telah melamarnya.71 
B. Halangan Pernikahan 
Untuk memudahkan pencegahan terjadinya kekeliruan dalam sebuah 
pernikahan, yang mengakibatkan timbulnya kesyubhatan, maka di bawah ini adalah 
pemaparan hal-hal yang mengakibatkan pernikahan itu dilarang untuk dilakukan 
baik secara selamanya atau sementara antara seorang lelaki dan perempuan.72 
Secara garis besar, larangan kawin antara pria dengan seorang wanita   
menurut   Syara‟   dibagi dua yaitu  hubungan abadi   dan   halangan sementara. 
Diantara halangan-halangan abadi yang telah disepakati adalah karena ada 
hubungan nasab (keturunan), karena pembesanan (karena pertalian kerabat 
semenda), dan karena sesusuan.  
Berpijak dari beberapa ayat dari al-Qur’an para ulama membuat rumusan-
rumusan yang lebih sistematis tentang larangan kawin sebagai berikut:73 
                                                                
70
Abd. Shomad, Hukum Islam dalam Penormaan Prinsip dan Hukum Indonesia (Jakarta: 
Kencana, 2012), h. 265. 
71
Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al- Bashri, Al- Hawi Al- Kabir fi 
fiqhi Madzhabil Imam asy-Syafi’I  Juz 16  ( Libanon : Da>rul Kutub Al-Alamiyah Bairu>t, 1994) h.648. 
72
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, h. 198. 
73
Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia h. 147. 
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1. Larangan kawin karena sebab adanya keturunan (nasab) 
a. Ibu, termasuk nenek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas; 
b. Anak perempuan, termasuk cucu dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah; 
c. Saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah atau seibu; 
d. Bibi (saudara perempuan bapak) sekandung, seayah, dan seibu; 
e. Saudara perempuan ibu (bibi atau tante); 
f. Anak perempuan dari saudara laki-laki, baik saudara kandung, sebapak seibu 
dan seterusnya ke bawah; 
g. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah; 
h. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu; 
i. Anak perempuan saudara perempuan sekandung; 
j. Anak perempuan saudara perempuan seayah; 
k. Anak perempuan saudara perempuan seibu. 
2. Larangan kawin karena hubungan semenda 
a. Ibu dari istri (mertua); 
b. Anak (bawaan) istri yang telah dicampuri (anak tiri); 
c. Istri bapak (ibu tiri); 
d. Istri anak (menantu); 
e. Saudara perempuan istri, adik atau kakak ipar selama dalam ikatan 
perkawinan; 
f. Larangan kawin karena pertalian sepersusuan; 
g. Wanita yang menyusui seterusnya ke atas; 
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h. Wanita sepersusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah; 
i. Wanita saudara sepersusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah; 
j. Wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas; 
k. Anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya; 
Dari keterangan diatas dapat dimengerti bahwa ketiga  macam kelompok 
wanita yang digolongkan di atas, termaktub dalam surat QS. al-Nisa>/4 : 23. 
ُ ُ  ُ  ُ   ُ  ُ   ُ
 ُ ُ ُ  ُ   ُ ُ ُ   ُُ
  ُ  ُ ُ   ُ  ُُ ُُ ُ  ُ
 ُ  ُُُ ُ  ُ ُ ُ ُ  ُ  ُ  ُ
  ُُ ُ ُ ُ ُ  ُُ ُُ ُُُُ ُ
 ُ  ُُُ 
Terjemahnya: 
Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang 
perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu 
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari 
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara 
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang 
dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu 
belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak 
kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 
perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.74 
                                                                
74
Kementrian Agama RI,  Al-Qur’an dan Terjemahanya  h. 467. 
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Tidak diragukan lagi bahwa keharaman terhadap sejumlah besar perempuan-
perempuan yang disebutkan di atas memiliki hikmah yang sangat besar yaitu 
seorang ibu yang berhak atas anaknya berupa kebaikan, pelayanan dan kesungguhan 
dalam memuliakannya dan begitu pun dengan seorang anak  yang masih berhak 
mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya, pemberian pendidikan dan nafkah serta 
tidak akan terjadi pemutusan ikatan kekerabatan dan pertentangan. 
As-Sakaki berkata sesungguhnya menikahi mereka mengakibatkan pemutusan 
kekerabatan, karena pernikahan itu tidak lepas dari kelapangan yang terjalin antara 
suami istri secara tradisi dan karena sebab-sebab ini menjadikan kekerasan hati 
diantara mereka. Suatu ketika hal tersebut membawa terputusnya hubungan 
kerabat, sehingga menikahi dengan mereka menjadi penyebab untuk memutus 
kerabat adalah Penyebab keharaman hukumnya juga.
75
 Ada sebuah kaidah yang 
menyatakan bahwa : 
‚wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena hubungan kekeluargaan 
(nasab) adalah semua keluarga yang dekat dengan lelaki (haram untuk 
dinikahi), kecuali anak pamannya (baik dari pihak ayah atau ibu), dan anak 
bibinya (baik dari pihak ayah atau ibu)’’.76 
 
Keempat kelompok di atas, diperbolehkan untuk dinikahi oleh Rasulullah Saw 
dan itu tidak dikhususkan untuk nabi saja, namun berlaku juga untuk semua orang-
rang beriman.
77
 
                                                                
75
Ali Yusuf as-Subki, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam,Penerjemah 
Nurkhozin, Nidzomul Usroh fi al-Islami (Cet. I ; Jakarta: Amzah, 2002), h. 122. 
76
Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa Tentang Nikah, Penerjemah Abu Fahmi Huidi dan 
Syamsuri al-Nasab (Cet.I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 61.  
77
Ibnu Taimiyah, Majmu Fatawa Tentang Nikah, Penerjemah Abu Fahmi Huaidi dan 
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 Sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah swt surah al-Ahzab ayat 50.  
    ُ  ُ ُ ُ ُ   ُ  ُ ُُ  ُ  ُ ُُ
  ُُ ُ ُ ُ ُ ُ ُ  ُ ُ   ُ  ُ
 ُ ُ ُ  ُُ  ُ  ُ ُُُ  ُُ  ُ
  ُُُُ  ُُُ  ُ ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُُ
   ُ ُ ُ ُ  ُُ  ُُُ ُ    
Terjemahnya:  
‚Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu 
yang telah kamu berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki 
yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan 
Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-
laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-
anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari 
saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan 
mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau 
mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang 
mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan 
kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka 
miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.78 
Adapun mengenai perkawinan yang diharamkan untuk semenda 
(musaharah) terbagi atas lima  macam yaitu:
79
 pertama istri bapak, istri kakek dan 
seterusnya ke atas, baik kakek dari jalur bapak maupun ibu tidak ada bedanya 
apakah sudah dicampuri atau belum, kedua istri anak dan istri cucu, baik cucu dari 
                                                                                                                                                                                       
Syamsuri al- Nasa h.62. 
 
78
Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI (Jakarta: Direktorat Urusan 
Agama Islam, 2002), h. 675-676. 
 
79
Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan 
Ahlus-Sunnah dan Negara-negara Islam  (Jakarta: Bulan Bintang, 1988) h. 179-180. 
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jalur anak laki-laki maupun dari jalur anak perempuan, ketiga Ibu istri (mertua) 
yaitu ibu kandung dan ibu susuannya, baik wanita yang dikawini itu sudah 
dicampuri atau belum namun haram kawin dengan mertua. Rasulullah saw 
bersabda :‛Barangsiapa mengawini seorang wanita, baik sempat dicampurinya 
atau pun tidak, namun tidak halal baginya mengawini ibu wanita itu‛. Keempat 
Anak perempuan dari istrimu (anak tirimu) kalau istrimu itu sudah kamu campuri 
sesudah akad nikah yang sah ataupun yang fasid, akan tetapi kalau istrimu belum 
kamu campuri maka boleh kawin dengan anak perempuan itu. Kelima Saudara 
perempuan istri adik atau kakak ipar selama dalam ikatan perkawinan. 
Kemudian larangan kawin yang bersifat selamanya adalah karena adanya 
hubungan sesusuan. Dalam hubungan sesusuan seorang laki- laki atau perempuan 
yang mempunyai hubungan ini dilarang melakukan perkawinan. 
Sebagaimana Hadis Nabi Muhammad saw :  
 ُحُ  ي
 خ أُ و ن باُي ل عُ د ي ر أُ م ل س وُ
 و ي ل ع  ُللاُي ل صُ  بِ نلاُ ن أُا  م ه  ن عُ و للاُ  ي
 ض رُ  سا ب عُ ن ب
 اُ  ث ي دُ  لا ق  فُ ة ز  حَ
ُ م ر  يَُا مُ
 ة عُا ض رلاُ ن
 مُ م ر  يَ وُ
 ة عُا ض رلاُ  ن
 مُ  ي
 خ أُ و ن  باُا ه  ن عُ  ل
 اُُّل  تَ  ُلاُا ه  ن اويلعُقفتم(ُ ة  حَ رلاُ  ن
 م)80  
 
Artinya 
‘’Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a. Dia telah berkata: Sesungguhnya Nabi 
saw hendak dengan putri Hamzah. Akan tetapi beliau bersabda: sesungguhnya 
dijodohkan dia tidak halal bagiku, dia adalah putri saudara laki-laki 
sepersusuanku sendiri. Pengharaman disebabkan sepersusuan itu sama seperti 
pengharaman karena keturunan keluarga. (H.R. Bukha>ri dan Muslim dari Ibnu 
Abbas). 
 
Berdasarkan hadis di atas, jelas bahwa ibu susuan dan saudara perempuan 
susuan menduduki hukum yang sama dengan ibu dan saudara perempuan yang 
                                                                
80
Ahmad Mujib Mahalli, dan Ahmad Rodli Hasbullah, Hadis-hadis Muttafaq Alaih Bagian 
Munakahad dan Muamalat (Jakarta: Kencana 2004), h.53. 
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senasab tentang keharaman kawin dengan mereka, maksudnya kita diharamkan 
kawin dengan nasab (keturunan) kita yang berjumlah 7 orang sebagaimana tersebut 
dalam surat al-Nisa ayat 23. Maka apabila kita sudah menyusu kepada perempuan 
lain, haram pula kita kawin dengan nasab ibu susu. Para Ulama sependapat bahwa 
keharaman susuan (radla) sama dengan keharaman nasab dalam urusan pernikahan. 
Apabila seorang wanita menyusukan seorang anak, haramlah atas anak tersebut dan 
atas anak-anaknya terhadap kerabatnya ibu susu itu, segala yang diharamkan atas 
anak itu dari jalan nasabnya.81
 
Akan tetapi, tidak diharamkan ibu susu terhadap ayah dari anak susunya dan 
terhadap saudara anak susunya. Juga tidak haram atas anak susu itu menikahi ibu 
saudara perempuannya (dari jalan susuan), jika ibu itu bukan ibu anak susu sendiri 
dan bukan pula istri dari ayahnya.82 
Sedangkan halangan-halangan sementara antara lain sebagai berikut:
 
a. Mengumpulkan dua orang wanita mahram; 
b. Istri yang sudah ditalak tiga; 
c. Kawin dengan budak; 
d. Kawin lebih dari empat orang istri; 
e. Kawin dengan istri orang lain; 
f. Haram kawin dengan wanita yang masih dalam masa iddah; 
                                                                
81
A. Hassan, Terjemahan Bulughul Maram-Ibnu Hajar al-Asqalani (Cet XXVII; Bandung, 
Diponogoro, 2006), h.17. 
82
Mohammad Asnawi, Nikah dalam perbincangan dan perbedaan  (Cet. I; Yogyakarta: 
Darussalam, 2004), h. 50. 
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g. Kawin dengan wanita musyrik dan ahli kitab; 
h. Dilarang kawin sedang dalam ihram. 
Beberapa pendapat tentang keharaman dalam penikahan diantaranya:   
Menurut Imam Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa haram menikahi anak sendiri 
dari hasil perzinahan, Imam Syafi’I berpendapat: boleh, tetapi makruh. Dan Maliki 
diperoleh dua pendapat. Pertama , tidak boleh. Kedua, boleh. Selain itu wanita 
pezina (pelacur) boleh dinikahi menurut pendapat Syafi’I dan Hanafi, sedangkan 
Hambali mengharamkannya. Para imam mazhab sepakat bahwa apabila seorang 
perempuan berbuat zina maka pernikahannya tidak batal.83 Namun diriwayatkan dari 
Ali r.a bahwa pernikahan seperti itu menjadi batal.84 
Dalam UU No 1/1974, larangan perkawinan ini telah diatur dengan jelas 
seperti yang terdapat dalam pasal 8  yang menyatakan bahwa perkawinan di larang 
antara dua orang yaitu :85 
a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas; 
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, 
antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara 
neneknya; 
                                                                
83
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Muna>kaha>t dan 
Undang-undang perkawinan, h. 60. 
84
Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad- Dimassyqi, Fiqih Empat Mazhab, 
terj. Dari Rajmatul al-Aimmah fi>l ikhtila>fi aimmah (Bandung: Hasyimi, 2014) h. 349. 
85
Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang 
No1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 
Undangundang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan 
Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat, h. 23. 
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c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu ibu atau bapak tiri; 
d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi atau paman 
susuan; 
e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemanakan dari istri 
dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang; 
f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku 
dilarang kawin; 
Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa halangan perkawinan pun 
dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI pasal 39 sampai 44. 
Berbeda dengan undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974  yang hanya memuat 
secara singkat yang berkenaan dengan larangan kawin, Kompilasi Hukum Islam 
(KHI) menjelaskanya lebih rinci dan tegas, bahkan KHI dalam hal ini mengikut 
sistematika fiqh yang telah baku.86 
C. Pembatalan Nikah dan Dasar Hukumnya 
1. Perngertian Pembatalan Nikah 
Di dalam fikih sebenarnya dikenal dua istilah yang berbeda kendati hukumnya 
sama yaitu nikah al-fa>sid dan nikah al-ba>til. al-Jaziry  menyatakan bahwa nikah 
fa>sid  adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syaratnya, 
sedangkan nikah ba>til  ialah apabilah tidak terpenuhinya rukun. Hukum nikah         
al-fa>sid dan nikah al- ba>til  adalah sama-sama tidak sah.87 
                                                                
86
Amiur Nuruddin dan azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia h. 149. 
87
Abdurrahman al-Jaziry, Kitab al-fiqh ‘ala Mazahib al- Arba’ah, Juz IV (Bairut: Da>r al-Fikr, 
t.t), h. 118. 
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Pengertian Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata fa-sa-kha yang 
secara etimologi berarti membatalkan (ضقناو دسف) . Bila dihubungkan kata ini dengan 
perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan.88 
Menurut  pendapat  Ibnu  Manzur  dalam  Lisa>n  al-Arab, menyatakan bahwa 
fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa). Secara istilah fasakh ialah : 
 ُف ُس ُخُ ُلا ُع ُق
 ُدُ ُ ن ُق ُض ُوُ ُوُ, ُح ُلُ ُّرلا ُبا ُط ُةُ ُلاُ ت ُ تُ ُُر ب ُطُ ُ ب ُ  يُ ُزلا ُو ُج ُ  ي  
  
Artinya: 
Faskh}ul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan 
perkawinan suami istri.89 
 
Sesuai dengan artinya menghapus dan membatalkan, maka pemutusan ikatan 
perkawinan dengan cara fasakh melibatkan tidak hanya dua pihak pengakad yaitu 
suami istri saja tetapi termasuk pihak ketiga, sehingga ada kemungkinan fasakh} itu 
terjadi karena kehendak suami, kehendak istri dan kehendak orang lain yang berhak. 
Sedangkan hal-hal yang bisa dijadikan sebab untuk memfasakh} berkisar pada dua 
kelompok sebab yakni sebelum akad nikah dan setelah akad nikah.90 
Pengertian Fasakh} dijelaskan oleh Sayuti Thalib ialah suatu lembaga 
pemutusan hubungan perkawinan karena tertipu atau karena tidak mengetahui 
sebelum perkawinan bahwa istri yang telah dinikahinya itu ada celanya yaitu 
memiliki cacat. Salah satu hadis Rasul yang membolehkan seorang wanita yang 
                                                                
88
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2006), h.242. 
89
Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI, 
Kompilasi Hukum Islam Tentang NTCR II, Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, Jakarta, 
1985, h. 23. 
90
Achmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 
141. 
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sudah dinikahi baru diketahui bahwa dia tidak sekufu (tidak sederajat dengan 
suaminya), untuk memilih tetap diteruskan hubungan perkawinannya itu atau 
apakah dia ingin difasakh}kan, diriwayatkan oleh ibnu majah. Atsar Umar bin 
Khatab pernah memfaskha suatu perkawinan pada masa beliau menjadi khali>fah 
karena penyakit bershak (semacam penyakit menular) dan gila.91 
Menurut pendapat imam Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwa>l 
Al-Syakhs{{{iyyah menyebutkan ‚fasakh} hakikatnya adalah sesuatu yang diketahui 
atau terjadi belakangan terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, 
atau merupakan konsekwensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi aqad  yang 
menjadikan aqad tersebut tidak sah.92 
Imam Malik dan al-Sya>fi’ii dan pengikutnya berpendapat bahwa bila salah 
seorang suami istri mendapatkan pada diri pasangannya cacat fisik atau mental yang 
menghalangi kelangsungan perkawinan boleh memilih untuk bercerai atau 
melanjutkan perkawinan.93 
Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid 8, menjelaskan bahwa 
memfasakh} aqad nikah berarti membatalkannya dan melepaskan ikatan pertalian 
antara suami istri. Fasakh} bisa terjadi karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi 
pada aqad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang membatalkan 
kelangsungan perkawinan.94 
                                                                
91
Sayuti Thalib, Hukum kekeluargaan Indonesia  (Penerbit Universitas Jakarta, 1981), h. 
117. 
92
Abu Zahroh, Al-Ah}wa>l Al-Syakh}s{iyyah  (Beirut: Da>rul Fikr Al-Arabi>,1950), h. 324. 
93
Amir Syarifuddin, hukum perkawinan islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), h. 246. 
94
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 8, (Terj) Judul Asli Fiqhu al-Sunnah ( Cet I; Bandung: Al 
- Ma'a>rif, 1980) , h. 124 – 125. 
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Dalam UU Perkawinan, tidak disebutkan pula tentang istilah fasakh, 
melainkan pembatalan perkawinan. Pada BAB IV Pasal 22 UU Perkawinan No 1 
Tahun 1974, disebutkan, ‚Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak 
memenuhi rukun dan syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.95 
Setelah diteliti dan ditelaah apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah 
No 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Perkawinan, tidak menyebutkan sama sekali 
tentang istilah fasakh}, begitu pula dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI), 
melainkan hanya menggunakan istilah pembatalan perkawinan. Dalam Komplikasi 
Hukum Islam (KHI) juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi 
pembatalan nikah. Akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan yang ada pada BAB XI 
pasal 70 KHI, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi apabila 
batalnya suatu perkawinan yang penyebabkan batal baru diketahui atau baru terjadi 
setelah perkawinan tersebut sah dan diakui menurut hukum agama Islam maupun 
hukum Negara Indonesia. 
2. Dasar Hukum Pembatalan Nikah                                                                    
Untuk menguraikan tentang dasar hukum pembatalan nikah, disini 
dikemukakan dalam ayat al-Qur’a>n, hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan 
Undang-undang Perkawinan di Indonesia, yang berkenaan dengan nikah yang 
dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Diantara dasar 
hukumnya  adalah sebagai berikut: 
                                                                
95
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Departemen 
Agama RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan RI, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 
2002), h. 18 
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Al-Qur’an dan Hadis 
Larangan nikah sebagaimana disebut dalam al-Qur’an surah al-Nisa: 22-23 
ُ  ُُ ُ ُُ   ُُ ُُ ُُ ُ ُ
  ُ   ُ  ُ ُُُُ  ُ  ُ   ُ ُ    ُ
  ُ  ُ ُ  ُ ُ ُ     ُ  ُ ُ
    ُُ  ُ  ُ ُ   ُ  ُُ ُُ
 ُ  ُ ُ ُُُ ُ ُ ُُ ُ ُ
  ُ  ُ ُ ُ ُ ُ ُُ ُُ ُُ
ُُ ُ ُ ُ ُُ 
 
   
Terjemahnya : 
Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, 
terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat 
keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan 
atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-
saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; 
ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan 
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu 
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu 
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang 
bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.96 
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Kementrian Agama RI, Al-Qu’ran dan Terjemahannya  h. 120. 
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Adapun hadis yang membahas tentang pembatalan nikah adalah di antara 
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yaitu: ‚Dari Khansa’ binti 
Khizam, orang Ansar ra., ia menceritakan bahwa bapaknya mengawinkannya (tanpa 
izinnya), sedangkan ia adalah seorang janda. Ia tidak suka dengan keadaan itu, ia 
datang kepada Rasulullah saw, kemudian Rasul membatalkan perkawinan itu.97 
Hadis lain menyebutkan :  
 ُعُ  ن ع ُأُا ه  ن عُ للاُ  ي
 ض رُ ة ش
 ئاُ  نا ُ لاُ ة ن  بي ل عُ  ت ل خ د أُا م لُ  ن وُ ُصُ
 للاُ  ل و س ر ُوُ م ل س وُ
 و ي ل عُ للاُيّلُا ن د
 ُك ل  ى أ بُ  ي
 ق  لْاُ  م ي ظ ع بُ  ت  ذ عُ  د ق لُ:ا  لَُ  لا ق  فُ,  ك ن مُ للا بُ ذ و ع أُت لا قُا ه  ن
 مُ)ةجامُنباُهاور(.98ُُُُُُُُُُُ  
 
Artinya: 
Dari Aisyah ra, bahwasanya anak perempuan al-jaun tatkala dipersatukan dia 
kepada Rasulullah saw dan hampir kepadanya. Ia berkata : ‘’Aku berlindung 
kepada Allah dari padamu‛. Maka Rasulullah bersabda: Kembalilah Kepada 
Keluargamu. (H.R. Ibnu Ma>jah dari Urwah). 
Dari ayat dan  hadis tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan dapat 
dibatalkan apabila pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, salah 
satu hadis tersebut juga pernah di peraktekkan oleh Rasulullah saw sendiri, bahkan 
dalam Islam sudah sangat jelas bahwa semua akad, termasuk akad perkawinan yang 
tidak memenuhi syarat atau menyalahi aturan yang telah ditetapkan, secara 
otomatis batal, meskipun sebenarnya belum dibatalkan oleh pihak yang 
berwenang.99 
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Imam Al-Bukha>ry, Terjemahan Hadis S>{hahih Bukha>ri  Jilid I (Kuala Lumpur Klang Book 
Centre, 2005), h.12. 
98Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazi>d al-Qaswiniy, Sunan Ibnu Majah  h. 264. 
99
Abd Zuhdi Muhdhor, Memahami Hukum Perkawinan (Cet I; Bandung: Al- Bayan, 1994), 
h.134. 
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3. Sebab-sebab Terjadinya Pembatalan Nikah 
Pembatalan nikah dapat terjadi karena dua hal yaitu apabilah tidak terpenuhi 
rukun dan syarat-syarat pernikahan ketika berlangsungnya akad nikah atau karena 
hal-hal lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan pernikahan. 
Disamping kedua masalah tersebut, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya 
pembatalan nikah atau Faskh.100 
a. Pembatalan nikah karena wali tidak sah. 
Tentang Wali nikah dalam suatu akad perkawinan sudah lama dibicarakan 
oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. 
Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan 
tanpa wali adalah tidak sah, karena kedudukan wali dalam akad nikah merupakan 
salah satu rukun yang mesti harus dipenuhi.101 Meskipun ada sebagian para ahli 
hukum Islam yang tidak memasukkan wali sebagai rukun dalam akad nikah. 
Pendapat Asy Sya>fi’I sebagaimana dikutip oleh Sayid Sa>biq mengemukakan 
bahwa nikah seorang wanita tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan pernyataan 
seorang wali yang dekat dengan calon mempelai wanita.102 Sementara menurut Zahri 
Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki yang dalam suatu 
akad nikah berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai wanita, adanya wali 
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M. Thahir Maloko, Perceraian dan akibat Hukum dalam Kehidupan (Cet I; Makassar: 
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nikah itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan.103 
Kedudukan wali nikah sangat penting dan menentukan dalam sahnya perkawinan 
dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali nikah. 
Dari beberapa pendapat tersebut, dipertegas oleh Undang-Undang Perkawinan 
Nomor. 1 Tahun 1974 Pasal 2, dima`na di jelaskan bahwa ketentuan hukum agama 
adalah menjadi penentu dalam sah tidaknya suatu akad perkawinan. Dan ketentuan 
ini dipertegas pula olek Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 yang menyatakan 
bahwa wali dalam suatu akad perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi 
oleh calon mempelai wanita. Apabilah ketentuan terakhir ini tidak terpenuhi, maka 
perkawinan tersebut tidak sah karena cacat hukum dalam pelaksanaannya. Oleh 
sebab itu perkawinan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan 
agama di tempat perkawinan tersebut dilaksanakan.104 
b. Pembatalan nikah karena cacat 
Suami atau Istri yang tergolong cacat yang dimaksud disini adalah cacat fisik 
seperti belang kulit, Penyakit kusta, penyakit menular seperti sipilis, TBC, penyakit 
daging tumbuh pada kemaluan, penyakit unah (impoten). Penyakit tersebut 
mungkin terjadi sebelum perkawinan, tetapi tidak diketahui oleh pihak lain atau 
penyakit terjadi setelah akad nikah.105 
Dengan kejadian tersebut, maka ini menjadi sebab terjadinya Fasakh 
(pembatalan nikah) dan terjadi perdebatan dikalangan para ulama, diantaranya, 
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golongan pertama, Imam Ahmad, Imam Malik dan Syafi’i> berpendapat bahwa 
apabila seorang suami atau istri menemukan cacat sesuai keterangan tersebut diatas 
pada diri pasangannya sehingga dapat menghalangi kelangsungan perkawinan boleh 
bercerai atau melanjutkan perkawinan.106 Dalam hal ini maka akan terjadi Fasakh 
atau pembatalan nikah. 
c. Pembatalan nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). 
Di Indonesia penikahan yang tidak tercatat di kantor Urusan Agama (KUA), 
biasanya dikenal dengan Istilah ‚Nikah Sirri‛ dilihat dari kata-kata itu berarti 
‘’sembunyi-sembunyi’’ atau ‘’tidak terbuka’’ Jadi nikah sirri berarti nikah  sesuai 
dengan ketentuan agama Islam, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan 
administrasi pemerintah (KUA).107 Dari kalangan Malikiyah menganggap bahwa 
pernikahan ‘’sirri’’dianggap batil meskipun pernikahan itu menghadirkan saksi, 
tetapi saksi tersebut diminta untuk menyembunyikan peristiwa perkawinan.108 
Dari hal tersebut, maka Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 2 Ayat 
(1) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melaksanakan 
perkawinan menurut hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sesuai 
dengan apa yang di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 
tentang Pencatatan Nikah.109 Dan jika terjadi pernikahan tanpa dicatatkan di 
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pegawai pencatat nikah segerah mengumumkan kepada masyarakat untuk 
mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan apabila perkawinan itu 
bertentangan dengan hukum agama, kesusilaan dan perturan perundang-undangan 
yang berlaku, jika terbukti dapat merusak peraturan yang berlaku maka dapat  
dilakukan pembatalan nikah di pengadilan agama.110 Selain dari hal tersebut  masih 
banyak hal-hal atau sebab-sebab lain yang menjadikan pernikahan dapat dibatalkan 
seperti pemalsuan identitas sehingga dapat menimbulkan cacat hukum. 
4.  Penyelesaian Perkara Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama 
Penyelesaian kasus perkara pembatalan nikah tidak jauh bedah dengan kasus 
perkara perceraian, perbedaannya hanya pada masalah mediasi kalau pembatalan 
nikah biasanya tidak dilakukan mediasi sedangkan kasus perceraian harus disertakan 
dengan mediasi. Para pakar hukum telah menerangkan beberapa cara bagi 
pengadilan mencakup beberapa hukum, antara lain: pihak penggugat melakukan 
pendaftaran perkara kepada panitera ‘’hakim memeriksa terlebih dahulu perkara 
yang telah di daftarkan, kemudian mempelajari kasus tersebut.111 Dalam pasal 135 
HIR/161 R. Bg menyebutkan jika tidak ada yang mengatakan bahwa Pengadilan 
Negeri yang berwenang atas perkara tersebut, maka harus segera memeriksa dengan 
seksama dan adil.112  
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Pada hari yang sudah ditentukan hakim menentukan hari dan tanggal sidang 
serta menghadirkan pihak-pihak yang berperkara atau wakil-wakilnya, beserta saksi-
saksi yang sudah di tentukan dan melalui surat pemanggilan dari pihak pengadilan, 
karena hakim tidak boleh memutuskan perkara apabilah pihak yang bersangkutan 
tidak hadir.113 Setelah pihak-pihak sudah hadir, ketua majlis hakim mengawali 
dengan membuka sidang pertama kemudian menanyakan identitas pihak-pihak yang 
berperkara kemudian dibacakan surat gugatan oleh majlis hakim, baru setelah itu 
majlis hakim mengajukan pertanyaan  kepada tergugat apakah ia akan menjawab 
melalui lisan ataukah dengan bentuk tertulis dan kalau akan menjawab tertulis 
apakah sudah siap ataukah memerlukan waktu berapa lama untuk itu. Bila 
keadaannya seperti terakhir ini, tentu saja sidang pada waktu itu akan ditutup dan 
dilanjutkan di lain waktu. 
Jika tergugat akan menjawab dengan lisan atau menjawab dengan tertulis 
tetapi sudah siap ditulisnya, maka sidang dilanjutkan dengan mendengarkan 
jawaban tersebut.  
Jawaban pertama, baik lisan maupun tertulis dari tergugat ini disebut ‚replik‛ 
sedangkan jawaban penggugat disebut ‚duplik‛ dan begitulah seterusnya.114 
Sesudah nyata bahwa gugatan itu dapat diterima, kemudian gugatan itu di 
hadapkan kepada  tergugat, berdasarkan permintaan si penggugat untuk diberi 
jawaban, apabila tergugat terbukti bersalah dan hakim harus segera memutuskan 
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perkara tersebut, tetapi apabila pihak tergugat mengingkarinya, maka hakim 
meminta si penggugat untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Dan hakim   
boleh memberi tangguh apabila pihak penggugat menghendakinya. Hakim harus    
memberi kesempatan juga kepada pihak tergugat untuk mengajukan` jawabannya.115 
Jika perkara tersebut mengenai perkara pembatalan nikah disebabkan cacat      
hukum karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, maka                    
pernikahan tersebut boleh dibatalkan oleh pengadilan agama melalaui proses 
persidangan.116 
Dari berbagai sidang yang telah terjadi di pengadilan agama khususnya 
masalah pembatalan nikah yaitu ada di antara pihak-pihak yang berperkara yang 
tidak hadir, jika pihak penggugat yang tidak hadir pada hari sidang pertama 
penggugat atau kuasa hukumnya akan dipanggil secara patut untuk datang 
menghadap, jika tidak datang maka gugatannya dianggap gugur dengan produk 
tputusan pengadilan. Sedangkan dari pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan 
dan sudah di adakan pemanggilan terhadap tergugat atau kuasa hukumnya,  secara 
patut maka perkaranya akan di putus secara Verstek, yaitu penggugat dianggap 
menang dan tergugat dianggap salah.117 
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D. Pemalsuan Identitas 
 
1. Pengertian Pemalsuan Identitas 
Tentang “pemalsuan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal 
dari kata “palsu” yang berarti tidak sahnya suatu ijazah, surat keterangan, uang dan 
sebagainya, jadi pemalsuan adalah proses, cara atau perbuatan memalsu, dan pemalsu 
adalah orang yang memalsu.118 Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di 
dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tertentu dipergunakan 
untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan 
pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau 
kepercayaan dan ketertiban masyarakat. 
Pemalsuan atau manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni 
pemalsuan atau manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang 
berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau 
penyelewengan.119 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, manipulasi diartikan 
sebagai upaya kelompok atau perorangan untuk mempengaruhi perilaku sikap dan 
pendapat orang lain tanpa orang lain itu menyadarinya.120 Perbuatan pemalsuan 
merupakan jenis pelanggaran norma yaitu kebenaran atau kepercayaan dan 
ketertiban masyarakat. Sedangkan pengertian identitasnya dalam Kamus Besar 
Bahasa Indonesia mengandung makna ciri-ciri, keadaan khusus seseorang, dan jati 
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diri seseorang. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 
dua norma dasar yaitu: 
1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok 
kejahatan penipuan. 
2. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok 
kejahatan terhadap negara atau ketertiban masyarakat.121 
Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran 
dan kepercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang 
lain.122 Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju tidak 
dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan 
dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan 
ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. 
2. Jenis-Jenis Pemalsuan 
Kejahatan mengenai pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya 
mengandung unsur ketidak benaran atau pemalsuan  atas sesuatu objek yang tampak 
seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya tidak benar. Perbuatan pemalsuan 
dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan “penipuan”, sedangkan perbuatan 
pemalsuan dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang 
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memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas barang (surat) seakan-akan asli 
atau benar, sedangkan sesungguhnya keaslian atau kebenaran tersebut tidak sesuai 
dengan kenyataan, tetapi gambaran orang lain terpedaya bahwa keadaan yang di 
gambarkan atas barang atau surat tersebut adalah benar atau asli. 
Kejahatan pemalsuan dikelompokan menjadi 4 golongan, yaitu: 
1. Kejahatan sumpah palsu (Bab IX) 
2. Kejahatan pemalsuan uang (Bab X) 
3. Kejahatan pemalsuan materi dan merek (Bab XI) 
4. Kejahatan pemalsuan surat (Bab XII)123 
Membuat surat palsu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya, 
adanya surat ini karena dibuat secara palsu. Surat ini mempunyai tujuan untuk 
menunjukkan bahwa surat seakan-akan berasal dari orang lain atau pelaku, hal ini 
disebut sebagai pemalsuan materil, karena asal dari surat itu ialah palsu. Kejahatan 
yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, melalui 
penggunaan benda yang diperoleh dari pemalsuan, menyalin, penggandaan, dan 
memproduksi. Hal ini dianggap sebagai pemalsuan, meskipun mereka tidak 
berkeinginan untuk mempublikasikannya. Dalam pergaulan hidup yang baik dan 
teratur pada sebuah komunitas harus di jamin keamanannya melalui jaminan 
kebenaran atas bukti berupa surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karena perbuatan 
pemalsuan yang berkedok penipuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan 
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hidup dari masyarakat. Mengenai identitas diri atau surat apa yang dipalsukan demi 
memperlancar niat jahat pemalsu, di bawah ini surat-surat yang sering dipalsukan 
diantaranya: 
a. Akta kelahiran, merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya berupa selembar 
kertas yang diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berisi informasi mengenai 
identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua, dan 
tandatangan pejabat yang berwenang.124 Kartu Tanda Penduduk atau KTP, 
merupakan jenis identitas diri yang diakui di Indonesia bagi penduduk yang 
dianggap sudah dewasa, yaitu berumur 17 tahun atau sudah menikah. 
b. Kartu Keluarga, merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang 
susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Dan juga sebagai persyaratan 
pernikahan. 
3. Akibat Hukum dari pemalsuan Identitas 
KUHP Pasal 279 dan Pasal 280 menjelaskan mengenai pemalsuan identitas 
atau kejahatan dalam perkawinan yang berbunyi : 
Pasal 279 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: 
 
a. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan 
atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah 
untuk itu. 
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b. Barang siapa mengadakan pernikahan padahal diketahui bahwa 
pernikahannya atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang 
yang sah untuk itu. 
 
2) Jika yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam poin (a), 
menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa perkawinan-perkawinannya yang 
telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara 
paling lama tujuh tahun. 
3) Pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 No 1-5 dapat dinyatakan. 
 
Pasal 280 
 
Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu 
kepada pihak lainnya, bahwa ada penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana 
paling lama lima tahun, apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, 
penghalang lalu dinyatakan tidak sah.125 
Penjelasan mengenai KUHP Pasal 279 yang diancam hukuman dalam pasal ini 
ialah: 
1. Orang yang kawin (menikah) untuk kedua kalinya, sedang ia mengetahui bahwa 
perkawinannya yang pertama menjadi penghalang yang sah baginya untuk 
melaksanakan perkawinan itu, 
2. Orang yang kawin (menikah), sedang ia mengetahui bahwa perkawinannya 
menjadi halangan yang sah bagi jodohnya untuk kawin kedua kalinya. Orang  
yang  kawin  untuk  kedua  kalinya  dengan  cara menyembunyikan kepada 
jodohnya. 
3. Perkawinannya yang pertama menjadi halangan yang sah baginya untuk 
melaksanakan perkawinan itu. 
Pada penjelasan Pasal 280 KUHP tersebut, halangan untuk melaksanakan 
perkawinan yang dimaksud di sini misalnya: 
1. Pemuda di bawah umur 18 tahun dan pemudi di bawah umur 15 tahun tanpa izin 
yang berwajib. 
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2. Hubungan kekeluargaan antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, antara paman 
dan kemenakan sebagainya tanpa izin yang berwajib. 
3. Wanita yang belum lewat 300 hari setelah lepas dari pernikahan yang dahulu. 
4. Halangan yang merupakan larangan: antara orang tua dan anaknya, kakek-nenek 
dan cucunya, saudara laki-laki dan perempuan, antara laki-laki dan perempuan 
yang dengan ponis ditetapkan sama-sama salah berzinah.126 
 
E. Kerangka Konseptual 
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BAB III 
 METODOLOGI PENELITIAN  
 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif (Field Reseach) Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang 
bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses  pemakna’an 
(persefektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Kajian teori 
dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di 
lapangan. Selain itu kajian teori juga bermamfaat untuk memberikan gambaran 
umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil 
penelitian.127 Metode penelitian kualitatif lebih sering disebut metode penelitian 
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 
setting).128 
2. Lokasi Penelitian 
Sebelum penelitian ke lapangan peneliti mengadakan penelitian terlebih 
dahulu dengan menentukan lokasi penelitian yang akan diteliti. Adapun lokasi 
penelitian yang peneliti tempati yaitu di Pengadilan Agama Kota Parepare,  Provinsi 
Sulawesi Selatan. 
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128
Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 
2009), h. 8. 
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B.  Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan dua pendekatan yang 
digunakan untuk menyusun Tesis ini, yaitu: 
1. Pendekatan syar’i yaitu peneliti dalam penulisan tesis berpedoman pada dalil-
dalil nash al-qur’an dan hadis nabi saw terutama mengenai perkawinan yang telah 
dirumuskan oleh para ulama. 
2. Pendekatan Yuridis 
Peneliti menggunakan pendekatan yuridis dengan modus operasi ilmu hukum, 
yang sasarannya adalah hukum islam dan undang-undang perkawinan No. 1 tahun 
1974, dengan pendekatan yuridis tersebut, maka akan diketahui penyelesaian 
kasus tentang pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas menurut perundang-
undangan Indonesia, yang diputuskan di Pengadilan Agama Parepare. 
C. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, sesuai 
dengan penjelasan sebagai berikut: 
a. Data Primer, yaitu data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data 
tersebut.129 Menurut S. Nasution, data primer adalah  data yang dapat diperoleh 
langsung dari tempat penelitian.130 Dalam penelitian ini data primernya adalah 
                                                                
129
Saifudin Azwar, Metodologi Penelitian  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91. 
130
Hendra Kurniawan, Dampak Hari Besar Islam (mauled Nabi) Terhadap Tingkat 
Pendapatan  
Pengusaha Kue di Pasar Banyuanyar Kec. Probolinggo Jawa Timur  (Tesis tidak di 
terbitkan; Jawa Timur: Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim), h. 34. 
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data yang bersumber dari dokumen dan hasil penelitian tentang pembatalan nikah 
akibat pemalsuan identitas berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku di 
Indonesia dan budaya lokal, yaitu berasal dari buku-buku pustaka, tesis yang 
relevan dengan penelitian ini. Dokumen lain yang dianggap penting adalah yang 
bersumber dari pihak Pengadilan Agama Kota Parepare. Selain itu, data primer 
lain diperlukan sumber data dengan cara menentukan informan yang dianggap 
paling memahami masalah yang diteliti. Informan atau sumber data penelitian 
adalah panitera dan para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kota 
Parepare. 
b. Data sekunder,  yaitu data yang dapat menunjang data primer dan diproleh tidak 
dari sumber primer.131 data sekunder peneliti akan mewawancarai narasumber lain 
yang berkompeten dan berupa dokumen yang dianggap penting dalam 
pelaksanaan penelitian yang berupa data tertulis. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Untuk menghasilkan penelitian yang tepat, maka diperlukan pula suatu teknik 
pengumpulan data, biasanya disesuaikan dengan kemampuan peneliti. Metode 
penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun tesis ini adalah sebagai 
berikut: 
 
 
                                                                
131
Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach Jilid I  (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11. 
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1. Teknik Observasi  
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang 
berupa pristiwa, tempat atau lokasi dan benda serta rekaman gambar. Observasi 
dapat dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.132 Dalam 
penelitian yang diobservasi adalah bagaimana hakim memutuskan kasus pembatalan 
nikah akibat pemalsuan identitas menurut perundang-undanagan Indonesia di 
Pengadilan Agama Kota Parepare.  
2. Teknik Wawancara  
Sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif  adalah informan yang 
diposisikan sebagai narasumber, sehingga untuk mengumpulkan informasi dari 
sumber data diperlukan wawancara dan adapun wawancara ini merupakan teknik 
yang peneliti gunakan dalam penelitian kualitatif.133 Esteberg yang dikutif oleh 
Sugiono menerangkan bahwa wawancara dibedakan dalam tiga bentuk yaitu 
wawancara terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang disusun secara terperinci 
mengenai hal-hal yang ingin ditanyakan), wawancara semiterstruktur (dalam 
pelaksanaan lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur), dan tidak 
terstruktur (bentuk pedoman wawancara yang digunakan tidak tersusun secara 
sistematis, tapi hanya menurut pokok-pokok pikiran yang ditanyakan).134 Adapun 
                                                                
132
Muhammad Tolchan hasan, et al., Metode Penelitian kualitatif, Tinjauan Teoritis dan 
praktis  h. 131. 
133
Muhammad Tolchan hasan, et al., Metode Penelitian kualitatif, Tinjauan Teoritis dan 
praktis  (Cet. III; Surabaya: Visipres Media, 2009), h. 126-127. 
134
Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D  h. 319-320. 
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yang digunakan peneliti adalah wawancara semiterstruktur, agar peneliti lebih bebas 
menayakan hal-hal berhubungan dengan penelitian ini. 
3. Dokumentasi 
Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data 
yang tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang 
fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik 
dokumentasi adalah menghimpun, memilih-milih dokumen sesuai  dengan tujuan 
penelitian, mencatat dan menguraikan, menafsirkan buku-buku, arsip dan hal-hal 
yang berkaitan dengan penelitian135 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur 
fenomena alam maupun sosial yang diamati.136  Instrumen yang diartikan sebagai 
alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket 
(quistinner) daftar cocok (checklist) atau pedoman wawancara (interviw quide 
interviw schedule) lembar pengamatan atau panduan pengamatan (observation 
sheet. atau observation schedule) soal test yang kadang-kadang hanya disebut 
dengan tes saja, inventori (inventory), skala (scala), dan lain sebagainya. Kajian 
Pustaka (Liberary Research) yaitu mengumpulkan data-data dari buku referensi lain 
yang menunjang penelitian ini.  
                                                                
135
A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodelogi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media 
Center, 2003), h.106. 
136
Sugiono, Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitataif dan R&D h. 148. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa pedoman 
wawancara yang dimaksud adalah berupa alat panduan yang berisi pertanyaan-
pertanyaan yang digunakan untuk menginterview informan yang sudah ditentukan 
untuk dijadikan sumber data dalam penelitian ini. 
Istrumen lain yang peneliti gunakan dalam menunjang penelitian ini adalah 
berupa sebuah alat kamera yang peneliti gunakan untuk mengambil dokumentasi 
berupa gambar-gambar ketika peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama 
Kota Parepare dan yang tak kala pentingnya adalah peneliti juga melakukan kajian 
pustaka yaitu peneliti mengumpulkan buku-buku referensi yang juga dijadikan 
Instrumen dalam penelitian ini. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data 
Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan 
keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami 
bukan saja oleh orang yang mengumpulkan data tapi juga oleh orang lain yang 
membacanya. 
Untuk mengolah data hasil penelitian, peneliti melakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian untuk 
menyederhanakan data kasar yang diperoleh dilapangan. Kegiatan ini dilakukan 
secara berkesinambungan, yaitu reduksi data menyangkut implementasi hukum 
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islam dan perundang-undangan tentang pembatalan nikah akibat pemalsuan 
identitas di Pengadilan Agama Parepare. 
2. Penyajian data, tahap ini dilakukan untuk menyajikan data yang sudah di saring 
dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk naratif deskriptif. Dalam 
penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil dari data-data yang telah 
ditemukan oleh peneliti, sehingga peneliti dapat merumuskan kesimpulan yang 
objektif. 
3. Penarikan kesimpulan, setelah tahap reduksi data dan penyajian data maka 
peneliti mengambil kesimpulan secara induktif untuk menjawab rumusan 
masalah. 
Dari pemaparan tersebut maka dapat dipahami bahwa ketiga tahapan yang 
dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang valid dan teruji kebenarannya 
sangatlah berkaitan antara yang satu dan yang lainnya. Hal ini juga terkait dalam 
proses penyimpulan hasil akhir yang diteliti. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Supaya  dapat menguji keabsahan data guna mengukur validasi hasil penelitian 
ini, maka dilakukan dengan trigulasi. Trigulasi adalah teknik pengumpulan data 
yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 
data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan 
perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, 
yaitu implementasi hukum Islam dan perundang-undangan Indonesia tentang 
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pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Parepare, 
selanjutnya mendiskusikan dengan orang-orang yang dianggap paham mengenai 
permasalahan penelitian ini. 
Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka 
sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta satu sama lain, sehingga 
hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari 
keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data 
yang telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah 
Karya Ilmiah yang representatif. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penyebab  Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Parepare 
Pada bagian ini, untuk memberikan gambaran umum tentang penyebab 
terjadinya pembatalan nikah di Pengadilan Agama Parepare, melalui wawancara 
yang peneliti lakukan terhadap informan, dalam hal ini yaitu para hakim dan 
panitera. Dari hasil  Penelitian tersebut, peneliti menemukan tiga kasus perkara 
Pembatalan Nikah di Pengadilan Agama Parepare dua diantaranya adalah 
pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas, sedangkan perkara ketiga adalah 
perkara pembatalan nikah karena menggunakan wali palsu. Untuk lebih memperjelas 
penyebab terjadinya kasus pembatalan nikah di Pengadilan Agama Parepare. peneliti 
akan mengambil dua perkara saja, karena peneliti menganggap  dari tiga perkara 
tersebut, dua diantaranya memiliki kesammaan gugatan perkara yang selanjutnya 
akan dianalisa. Adapun dua perkara yang peneliti maksudkan adalah perkara 
pembatalan nikah dengan Nomor perkara 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare dan Nomor 
perkara 364/Pdt.G/2011/PA.Pare.137 sebagai berikut: 
 
 
                                                                
137
Putusan pengadilan agama Parepare dalam perkara pembatalan nikah dengan Nomor 
perkara 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare dan Nomor perkara 378/Pdt.G/2011/PA.Pare. 
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PUTUSAN 
Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA. PARE 
BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 
pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan nikah 
antara: 
HN, (Identitas disamarkan) umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS di 
Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Penggugat. 
 
Melawan 
 
MR,(identitas disamarkan), umur  54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru PNS 
bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat I. 
 
ST, (identitas disamarkan), umur 54, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat 
tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Tergugat II. 
 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, selanjutnya 
disebut Turut Tergugat. 
 
Pengadilan Agama tersebut; 
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; 
Telah mendengar keterangan penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat 
serta turut memeriksa bukti-bukti di persidangan; 
DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatanya tertanggal 17 Desember 
2014 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan  Agama Parepare Nomor 
0384/Pdt.G/2014/PA.Pare mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 
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1. Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat I sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah 
Nomor : 115/II/1990, tertanggal 17 Juli 1990, yang dikeluarkan oleh kepala 
Kantor Urusan  Agama, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. 
2. Bahwa Tergugat I telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II di Kantor 
Urusan  Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, pada hari Ahad, tanggal 11 
Mei 2014 tanpa sepengetahuan penggugat sebagai istri Tergugat I, dan pada 
tanggal 23 September 2014 Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat I sudah 
menikah dengan Tergugat II. 
3. Bahwa Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II Berlangsung di Kecamatan 
Bacukiki,  Kota Parepare sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah 
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota 
Parepare, dengan Nomor : 0482/049/V/2014, tertanggal 12 Mei 2014. 
4. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan 
persetujuan Penggugat dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama, 
Penggugat tidak pernah mengetahui dan memberi izin kepada Tergugat I untuk 
menikah dengan Tergugat II. 
5. Bahwa perkawinan Tergugat I penuh dengan rekayasa atau kebohongan hukum, 
buktinya di dalam buku nikah tertulis pekerjaan Tergugat I adalah wiraswasta, 
yang benar adalah Guru PNS. 
6. Bahwa dengan adanya kebohongan dan keterangan yang tidak benar tersebut, 
perkawinan dilangsungkan dengan memalsukan status Tergugat I dan tanpa 
sepengetahuan penggugat sebagai istri serta tidak melalui prosedur izin poligami 
sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang 
perkawinan di Indonesia, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pria yang telah 
mempunyai istri harus ada izin poligami dari pengadilan Agama, demikian pula PP 
Nomor 10 Tahun 1983 dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang pelaksanaan 
perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negri Sipil. Oleh karena itu perkawinan 
Tergugat I dengan Tergugat II adalah cacat yuridis, maka patut dan wajar 
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dibatalkan oleh pengadilan Agama dan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut 
dinyatakan tidak berkekuatan hukum. 
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua Pengadilan 
Agama Parepare segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya 
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan gugatan penggugat. 
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang 
dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bacukiki Kota Parepare Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014, terhitung sejak 
berlangsungnya perkawinan. 
3. Menyatakan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014, tertanggal 12 Mei 
2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota 
Parepare tidak berkekuatan. 
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bacukiki untuk mencatat putusan ini pada daftar yang disediakan 
untuk itu. 
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat, Tergugat I dan 
Tergugat II serta Turut Tergugat datang menghadap di persidangan. 
Bahwa karena perkara ini adalah pembatalan perkawinan yang menyangkut 
adanya pelanggaran hukum, maka mediasi atas perkara ini tidak perlu dilaksanakan. 
Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap 
dipertahankan oleh penggugat. 
Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban 
secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: 
 Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat I 
 Bahwa tidak benar Tergugat I  pernah menikah dengan Tergugat II 
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 Bahwa Tergugat I  mengetahui ada Buku Nikah yang terbit dari Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; 
 Bahwa benar pekerjaan Tergugat I yang ditulis dalam Buku Nikah adalah 
wiraswasta; 
 Bahwa benar Tergugat I adalah Guru PNS; 
 Bahwa Tergugat hanya memberikan data tentang kelengkapan administrasi 
perkawinan; 
Bahwa Tergugat II juga telah memberikan jawaban yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
 Bahwa benar Tergugat II pernah menikah dengan Tergugat I 
 Bahwa benar Tergugat II mendesak Tergugat I untuk menikahi Tergugat 
II karena hamil; 
 Bahwa ada Buku Nikah yang terbit dari Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; 
 Bahwa yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II adalah Imam 
Kelurahan Tirosompe, Kecamatan Bacukiki; 
 Bahwa Tergugat II bersedia menghadirkan Imam tersebut pada 
persidangan berikutnya: 
Bahwa Turut Tergugat juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya 
sebagai berikut: 
Bahwa benar Turut tergugat telah menerbitkan Buku Nikah atas Perkawinan 
Tergugat I dan Tergugat II; 
 Bahwa  Turut Tergugat menerbitkan Buku Nikah karena Tergugat I 
dengan Tergugat II telah di nikahkan oleh PPN / Imam Kelurahan Tirosompe, dan 
data administrasinya sudah lengkap; 
 Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat Punya istri 
karena status tergugat adalah duda berdasarkan surat kematian istri Tergugat I 
yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe; 
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 Bahwa Turut Tergugat tidak mengetahui kalau Tergugat I adalah PNS 
karena identitas Tergugat I dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh lurah 
Tirosompe adalah wiraswasta. 
Bahwa atas jawaban Tergugat I, Penggugat mengajukan replik yang pada 
pokoknya sebagai berikut: 
 Bahwa sebelumnya Penggugat tidak mengetahui adanya perkawinan 
Tergugat I dengan Tergugat II karena tidak ada yang melihat perkawinanya; 
 Bahwa sekitar bulan September 2014 kemenakan Penggugat seorang 
polisi di Barru datang menyampaikan kepada penggugat bahwa Tergugat I telah 
menikah dengan perempuan bernama ST (identitas disamarkan)  (Tergugat II); 
 Bahwa pada saat itu kemenakan Penggugat tersebut memberikan Buku 
Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan Tergugat II kepada Penggugat; 
 Bahwa setelah Penggugat mengetahui perkawinan Tergugat I dengan 
Tergugat II, Tergugat II sering datang ke sekolah tempat Tergugat I mengajar dan 
menuntut agar anaknya dimasukkan dalam daftar gaji tergugat I. 
Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat I dalam dupliknya menyatakan bahwa 
pada dasarnya perkawinan itu terjadi atas rekayasa dan paksaan Tergugat II. 
Bahwa Tergugat II juga mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan 
bahwa benar saya datang keberatan dan meminta agar anak saya dimasukkan dalam 
daftar gaji Tergugat I karena anak tersebut adalah anak Tergugat I. 
Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 
bukti-bukti surat berupa: 
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/I/1990 tanggal 17 Juli 1990, 
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten 
Barru, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ( P.1 ); 
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 73110229010540081 tanggal 26 Mei 2012, yang 
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Barru, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ( P.2 ); 
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3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0462/049/V/2014 tanggal 12 Mei 
2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki 
Kota Parepare, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup ( P.3 ). 
Bahwa Tergugat I tidak dapat mengajukan bukti-bukti berupa apapun untuk 
menguatkan dalil-dalil bantahannya, dan pada akhirnya Tergugat mengakui adanya 
perkawinan. 
Bahwa Tergugat II tidak hadir dipersidangan untuk membuktikan dalil-dalilnya. 
Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan bukti-bukti surat terkait dengan 
keterangan berupa: 
1. Surat Keterangan untuk Nikah an. MR, (identitas disamarkan) Nomor : 
469.3/159/Tirosompe tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah 
Tirosompe, bermaterai cukup tetapi tidak ditunjukkan aslinya ( TT.1 ); 
2. Surat Keterangan Kematian Suami / istri Nomor : 404.3/159/TS tertanggal 28 
April 2014, yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe, bermaterai cukup tetapi tidak 
ditunjukkan aslinya ( TT.2 ). 
Bahwa kemudian Penggugat, Tergugat I dan Turut Tergugat menyatakan tidak 
akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan; 
Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang 
termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari putusan ini. 
PERTIMBAGAN HUKUMNYA 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti 
diuraikan tersebut di atas. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Undang-undang Nomor 1 Tahun 
1974 tentang perkawinan dan pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 
Tahun 1975 maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Parepare. 
Menimbang, bahwa walaupun setiap perkara Kontentius harus dimediasi 
berdasarkan PERMA RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di 
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pengadilan, namun oleh karena perkara ini adalah perkara Kontentius berupa legalitas 
hukum, maka dengan merujuk poin (5) halaman 83 Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 
Administrasi pengadilan Agama yang diberlakukan dengan Keputusan Mahkamah 
Agung nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April tahun 2006, maka dalam 
proses penyelesaian perkara ini tidak wajib mediasi. 
Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan 
atas perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan Buku Kutipan Akta 
Nikah Nomor : 0462/049/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Turut 
Tergugat. 
Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabanya mengakui bahwa Penggugat 
adalah istri sah Tergugat I, akan tetapi  awalnya Tergugat I membantah adanya 
perkawinan dengan Tergugat II namun pada akhirnya Tergugat I mengakui bahwa 
semuanya itu terjadi atas paksaan dan rekayasa Tergugat II. 
Menimbang, bahwa Tergugat II mengakui  telah menikah dengan Tergugat I 
yang dinikahkan oleh Iman Kelurahan Tirosompe sesuai dengan Buku nikah tersebut 
di atas. 
Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah memberikan keterangan bahwa benar 
Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Nikah atas pernikahan Tergugat I dengan 
Tergugat II karena perkawinan ini telah dilaporkan oleh Imam Kelurahan Tirosompe 
dan semua persyaratan administrasi sudah lengkap. 
Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat 
sebagai istri pertama dan tidak ada izi poligami dari Pengadilan Agama. 
2. Bahwa Turut Tergugat Sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bacukiki Kota Parepare telah menerbitkan Buku Nikah atas perkawinan Tergugat I 
dengan Tergugat II tersebut. 
Menimbang, bahwa atas pokok masalah poit 1 Penggugat telah mengajukan 
bukti P.1 dan P. 2. 
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Menimbang, bahwa bukti P. 1 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang 
aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. 
Menimbang, bahwa bukti P. 1 tersebut merupakan bukti autentik, sempurna dan 
mengikat yang membuktikan bahwa Penggugat dengan Tenggugat I adalah suami 
istri yang sah dan belum pernah bercerai. 
Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah fotokopi Kartu Keluarga atas nama 
Tergugat I MR,( identitas disamarka) yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh 
pejabat yang berwenang dalam hal ini oleh Kepala Dinas Kependudukan dan 
pencatatan Sipil Kabupaten Barru. 
Menimbang, bahwa bukti P. 2 tersebut merupakan bukti autentik, sempurna dan 
mengikat yang membuktikan bahwa Tergugat I dengan Penggugat hidup bersama 
dalam satu keluarga sebagai suami istri yang beralamat di Kabupaten barru, dan 
keduanya berprofesi sebagai guru (PNS). 
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P. 2 telah terbukti bahwa 
Penggugat dengan Penggugat I adalah suami istri yang sah, maka berdasarkan pasal 4 
ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jika Tergugat I akan menikah lagi 
harus mengajukan permohonan izi poligami di Pengadilan Agama, dan lebih khusus 
lagi Tergugat I sebagai Pegawai Negri Sipil mengenai Perkawinan dan Perceraian 
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 jo Peraturan Pemerintah 
Nomor 45 Tahun 1990. 
Menimbang, bahwa atas pokok masalah point 2 Penggugat telah mengajukan 
bukti P. 3 yaitu fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas perkawinan Tergugat I 
dengan Tergugat II yang aslinya dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang 
berwenang dalam hal ini oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki 
kota Parepare. 
Menimbang, bahwa atas bukti P. 3 tersebut timbul permasalahan baru kenapa 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilangsungkan di kota Parepare sedangkan 
keduanya penduduk Kabupaten Barru sesuai identitas para pihak dalam perkara ini, 
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dan kenapa bisa terbit buku nikah sedangkan Tergugat I mempunyai istri dan 
Pegawai Negri Sipil padahal tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. 
Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Turut Tergugat telah 
mengajukan bukti TT. 1 dan TT. 2. 
Menimbang, bahwa bukti TT. 1 adalah fotokopi Surat Keterangan untuk Nikah 
atas nama MR, (identitas disamarkan) yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah 
Tirosompe, kecamatan Bacukiki Kota Parepare, menerangkan bahwa MR adalah 
duda dan pekerjaanya swasta. 
Menimbang, bahwa bukti TT. 1 tersebut adalah surat keterangan yang 
dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang karena Tergugat adalah salah satu 
penduduk di Kabupaten Barru, bukan penduduk kelurahan Tirosompe, Kecamatan 
Bacukiki, Kota Parepare. Dan isi surat Keterangan tersebut tidak sesuai dengan 
keadaan Tergugat I yang sebenarnya. 
Menimbang, bahwa bukti TT. 2 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian 
atas nama Alimah sebagai istri MR, (identitas disamarkan) yang aslinya dikeluarkan 
oleh lurah Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. 
Menimbang, bahwa bukti TT. 2 tersebut adalah surat Keterangan Kematian 
yang dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang dan isinya palsu karena istri 
tergugat I MR, (identitas disamarkan) yang sebenarnya adalah Penggugat HN, 
(identitas disamarkan.) sedang yang disebut dalam surat Keterangan Kematian 
tersebut adalah Alimah. 
Menimbang, bahwa dengan dasar bukti TT. 1 dan TT. 2 tersebut Turut 
Tergugat menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dengan 
Tergugat II, maka Buku Kutipan Akta Nikah tersebut cacat hukum, karena lahir dari 
surat Keterangan palsu. 
Menimbang, bahwa dari bukti TT. 1 dan TT. 2 tersebut dapat dipahami bahwa 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II serta terbitnya buku nikah atas perkawinan 
tersebut penuh dengan rekayasa dan manipulasi. 
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II 
dan Turut Tergugat serta bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai 
berikut: 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah suami istri yang sah; 
- Bahwa Tergugat I telah menikah dengan Tergugat II tanpa izi poligami dari 
Pengadilan Agama; 
- Bahwa Penggugat, Tergugat I dan tergugat II beralamat di Kabupaten Barru; 
- Bahwa Tergugat I adalah seorang Pegawai Negri Sipil; 
- Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dilaksanakan di Kelurahan 
Tirosompe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare; 
- Bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah atas 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II dengan dasar keterangan palsu. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majlis Hakim 
berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya 
dan terbukti perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan 
undang-undang Nomor I Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Pemerintah Nomer 10 tahun 1983 dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 serta Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia 
telah mengatur pencatatan dan tata cara perkawinan agar tidak terjadi penyelundupan 
hukum, sebagaimana ketentuan tentang pencatatan perkawinan dan tata cara 
perkawinan yang tercantum dalam Bab II dan Bab III pasal 2 sampai pasal 11 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa syarat-syarat 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak diteliti secara seksama. Karena itu 
Majlis Hakim menilai Turut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya 
sehingga menerbitkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan dasar surat Keterangan 
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palsu, karena ternyata Tergugat I seorang Pegawai Negri Sipil, mempunyai istri dan 
beralamat di Kabupaten Barru. 
Menimbang, bahwa terlepas dari kelalaian Turut Tergugat sebagai Kepala 
kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dan siapapun oknum yang 
membuat surat keterangan palsu untuk kelengkapan administrasi pencatatan 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II, yang jelas perkawinan Tergugat I dengan 
Tergugat II tidak sah dan telah melanggar ketentuan Syariat Islam serta peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, sebagai Majlis Hakim berpendapat bahwa 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II harus dibatalkan. 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
gugatan Penggugat sudah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, sesuai dengan 
ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a) 
Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan 
membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II. 
Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat I dan Tergugat II dibatalkan, maka 
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang 
diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak 
mempunyai kekuatan hukum. 
Menimbang, bahwa oleh karena Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 
0482/049/V/2014 tanggal 12 Mei dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum, maka Majlis hakim memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik 
Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan mencatat pembatalan perkawinan ini dalam 
daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang 
perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan 
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebenkan 
kepada Penggugat. 
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Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; 
 
MENGADILI 
 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I, MR (identitas disamarkan), dengan 
Tergugat II, SR, (identitas disamarkan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 
2014 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 
3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014 
tertanggal 12 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum. 
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah 
tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu. 
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 931.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majlis Hakim Pengadilan 
Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan 
tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hy, SH. M.H. Sebagai     
Ketua Majlis, Dra. Fatma Abujahja dan Sati, S.H. masing-masing sebagai Hakim 
Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
oleh Ketua Majlis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh 
Drs. AR  sebagai Panitera Sidang, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I, diluar 
hadirnya Tergugat II dan Turut tergugat. 
 Setelah menganalisa duduk perkara tersebut di atas dan memperhatikan secara 
seksama berkas perkaranya, serta mendengar argumentasi dari pihak informan, maka 
dapat diketahui penyebab terjadinya pembatalan nikah di Pengadialan Agama 
Parepare adalah sebagai berikut: 
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Bahwa pernikahan MR dengan ST tidak sah karena tidak mendapat izin 
poligami dari Pengadilan Agama dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai istri 
pertama, maka perkawinan tersebut tidak di benarkan dalam Undang-undang 
perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (1) jika Tergugat I atau suami akan 
menikah lagi maka harus mengajukan permohonan izin poligami dari Pengadilan 
Agama, 138 dan pasal 71 poit (a) Kompilasi Hukum islam. 
Hal ini diperkuat dengan Peraturan pemerintah Nomor 10 tahun 1987 jo 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990,  karena Status suami atau MR adalah 
Pegawai Negri Sipil (PNS). Dalam hal ini MR telah melanggar prosedur pencatatan 
perkawinan yang merupakan syarat yang telah ditetapkan oleh Peraturan pemerintah 
(PP) Nomor 1 tahun 1974 . 
Menurut Dra. Hadira, SH. Selaku hakim di pengadilan Agama Parepare, Bahwa 
pengadilan agama parepare tidak akan mengeluarkan permohonan izin poligami 
kepada suami yang akan menikah lagi tanpa ada izin tertulis dari istri pertamanya 
melalui surat pernyataan dan bermaterai. Itupun harus disertai dengan alasan yang 
masuk akal dan pertimbangan yang begitu hati-hati, misalnya seorang istri tidak dapat 
memberi keturunan sementara suami berkeinginan untuk memiliki keturunan, istri 
tidak mampu melaksanakan kewajibanya sebagai istri dan memiliki cacat atau 
penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain dari itu laki-laki harus mampu 
menjamin keperluan istri-istri dan anak-anaknya.139  Jika terjadi perkawinan tanpa izin 
istri dan Pengadilan Agama. Maka Pengadilan Agama akan membatalkan pernikahan 
                                                                
138
Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang perkawinan  Nomor 1 Tahun 1974. 
139
Hasil wawancara Peneliti deng Dra. Hadira, S.H, hakim pengadilan Agama Parepare pada 
tanggal 25 Mei 2018 . 
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tersebut setelah pihak isteri mengajakan pembatalan nikah, sebagaimana tercantum 
pada 72 Kompilasi Hukum Islam.140 
Penyebab lain terjadinya pembatalan nikah dalam perkara nomor :      
0384/Pdt.G/2014/PA.PARE , adanya pemalsuan identitas dilakukan MR terbukti 
adanya surat Keterangan  kematian yang di keluarkan oleh lurah Tirosompe, MR 
mengaku berstatus duda cerai mati, di dalam surat tersebut tertulis bahwa istri 
pertama MR bernama Alimah telah meninggal. Padahal sebenarnya istri pertama 
MR adalah HN masih hidup dan mereka belum pernah bercerai. Selain itu  
pernikahan tersebut  juga penuh dengan  rekayasa atau kebohongan hukum, karena 
di dalam buku akta nikah tertulis pekerjaan MR adalah Wiraswasta padahal 
sebenarnya pekerjaan MR adalah  Guru (PNS). 
Menurut hemat penulis pemalsuan yang dilakukan MR telah melanggar 
Peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa 
pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat 
kediaman calon mempelai apabilah salah seorang atau keduannya pernah kawin, 
disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu,141 dalam hal ini MR 
memalsukan nama istrinya terdahulu. Tidak hanya  itu,  MR juga melanggar pasal 
263  ayat (1) dan (2) KUHP  yang mengatur tentang pemalsuan identitas baik 
membuat atupun menggunakan dan pelakunya akan dikenai unsur pidana bahkan 
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Ahmad Rofiq,  Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta:  Grafindo Persada,  1998), h. 149. 
141
 Pasal 5 ayat (2)  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
84 
 
 
 
akan lebih berat ancaman apabila surat yang dipalsukan adalah surat-surat 
autentik,142 meskipun tidak  secara tegas dituliskan bentuk pemalsuanya dalam hal 
identitas perkawinan. Akan tetapi peraturan yang berhubungan dengan perkawinan 
dan pemalsuan telah di tuliskan dalam suatu akta autentik sehingga menjadi bagian 
dari pasal ini. 
Hal menarik untuk dicermati adalah alasan HN mengajukan pembatalan nikah 
ialah karena merasa tertipu oleh MR yang melakukukan pernikahan tanpa 
sepengetahuan dirinya, yang lebih menyakitkan lagi bagi HN adalah MR membuat 
surat kematian palsu atas nama Alimah sehingga dengan adanya surat tersebut. Istri 
pertama MR yaitu HN dinyatakan sudah meninggal dan dirinya bisa berstatus duda 
cerai mati. Padahal kenyataanya HN sebagai istri pertama MR masih hidup dalam 
keadaan sehat walafiat.143  
Yang menarik lainya dari kasus perkara nomor 0384/Pdt/2014/PA. Pare. adalah 
status MR adalah seorang Guru PNS, sedangkan aturan perkawinan PNS yang ingin 
menikah lagi adalah selain mendapat persetujuan dari istrinya harus juga mendapat 
izin dari pejabat yang berwenang sebagimana yang tercantum dalam Peraturan 
Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi pegawai negri 
sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih 
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R. Soesilo, Kitab Undang- Undang Pidana (KUHP) Serta komentar-komentarnya Lengkap 
dengan pasal-pasalnya ( Bogor: Politeia, 1991), h. 197. 
143
Wawancara Peneliti dengan HN di Barru pada tanggal 28 Juli 2018. 
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dahulu dari pejabat.144 Adapun pejabat yang di maksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah 
sebagi berikut:145 
1. Mentri; 
2. Jaksa agung; 
3. Pimpinan lembaga pemerintah Non Depertemen; 
4. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi/Tinggi Negara; 
5. Gubenur Kepala Daerah Daerah Tingkat I; 
6. Pimpinan Bank milik Negara; 
7. Pimpinan Badan Usaha milik Negara; 
8. Pimpinan Bank milik daerah; 
9. Pimpinan Badan milik Usaha Daerah. 
Selain dari syarat tersebut di atas bagi PNS yang ingi berpoligami hanya akan 
diberikan izin oleh pejabat sekurang-kurangnya memenuhi salah satu syarat 
alternatif dan tiga syarat kumulatif yaitu : 
1. Syarat Alternatif: 
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya; 
b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
                                                                
144
Peraturan pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negri sipil. 
145
Pasal 1 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai 
negri sipil. 
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2. Syarat Kumulatif : 
a. Ada persetujuan tertulis dari istri; 
b. Pegawai Negri sipil pria bersangkutan mempunyai penghasilan cukup untuk 
membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan 
surat keterangan pajak penghasilan; 
c. Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negri Sipil yang bersangkutan bahwa ia 
akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.146 
Menurut peneliti alasan HN selaku penggugat mengajukan gugatan 
pembatalan perkawinan telah benar karena perkawinan tersebut telah bertentangan 
dengan peraturan tentang syarat- syarat perkawinan sebagaimana yang tertuang 
dalam Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pada pasal 4 ayat (1) yang 
menyebutkan dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib 
mengajukan permohon kepada pengadilan daerah tempat tinggalnya dan KHI pada 
pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari 
seorang harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.147 Hal demikan pula terdapat 
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat (1) yang berbunyi 
pegawai negri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memproleh izin 
poligami terlebih dahulu dari pejabat karena Status MR adalah Guru PNS. 
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Pasal 10 ayat (4) Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan 
dan perceraian bagi pegawai negri sipil. 
147
Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 
Undangundang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan 
Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat (Bandung: Redaksi 
Nuansa Aulia, 2012), h. 26 
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Selain dari Putusan perkara tersebut di atas peniliti juga menemukan perkara 
pembatalan nikah dengan Nomor perkara 364/Pdt.G/2011/PA.PARE. Dan Peneliti 
Mengutipnya sebagai berikut: 
PUTUSAN 
Nomer 364/Pdt.G/2011/PA. PARE 
BISMILLAHI RAHMANI RAHIM 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu 
pada tingkat pertama, dalam persidangan Majlis hakim telah menjatuhkan putusan 
tentang pembatalan Nikah sebagai berikut:  
AL,(identitas disamarkan), Umur 21 tahun, agama Islam,  pendidikan  terakhir 
SMK, pekerjaan sales di Parepare, bertempat di Kota Parepare selanjutnya disebut 
Pemohon. 
Melawan 
SR, (identitas disamarkan), umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak 
ada,pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. 
Selanjutnya disebut Termohon.  
Pengadilan Agam tersebut; 
Telah mempelajari berkas perkara; 
Telah mendengar Keterangan pihak Pemohon dan Termohon; 
Telah memeriksa alat-alat bukti; 
 
DUDUK PERKARANYA 
Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 
18 Desember 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama 
Parepare Nomor : 364/Pdt.G/2011/PA.PARE yang pada pokoknya mengajukan hal-
hal sebagai berikut: 
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1. Pada tanggal 10 Oktober 2011, Pemohon dengan Termohon  melangsungkan 
pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah 
Nomor : 1219/119/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011. 
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan Termohon bertempat tinggal 
di rumah Termohon di, Kecamatan Suppa selama 3 hari, telah hidup rukun 
sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. 
3. Bahwa pemohon dipaksa oleh termohon untuk menikahi termohon dengan alasan 
bahwa termohon telah hamil. 
4. Bahwa pemohon juga merasa tertipu oleh termohon karena didalam buku akta 
nikah terdapat hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya antara lain sebagai 
berikut: 
a. Pada kutipan akta nikah yang tertulis yang menjadi Wali adalah kakak 
kandung Termohon yang bernama “BD” (Identitas disamarkan)” sedangkan  
b. pada saat akad nikah yang bertindak sebagai wali adalah seseorang yang 
bernama “MH (Identitas disamarkan)” dimana pemohon dan Termohon tidak 
memiliki hubungan keluarga dengan “MH”. 
c. Pada buku nikah tertulis yang menjadi mahar adalah 1 cincin emas dan sebuah 
motor sedangkan pada akad nikah disebutkan bahwa yang menjadi mahar 
adalah 1cincin emas namun cincin tersebut pun sebenarnya tidak ada. 
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. 
Bahwa berdasrkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua 
Pengadilan Agama Prepare cq. Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 
ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : 
PRIMER: 
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon; 
2. Membatalkan perkawinan  antara pemohon dengan termohon yang dilangsungkan 
pada tanggal 10 Oktober 2011 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; 
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3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/119/X/2011 tanggal 14 Oktober 
2011 yang di kelurkan oleh Kantor Urusan Agma Kecamatan Bacukiki, Kota 
Parepare tidak berkakuatan hukum. 
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 
 
SUBSIDER : 
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 
Bahwa, kemudian dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap 
dipertahankan oleh pemohon; 
Bahwa, atas permohonan tersebut, pemohon mengajukan jawaban secara 
tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: 
1. Bahwa permohonan pemohon pada point 1 dan 2 adalah benar adanya 
2. Bahwa permohonan pemohon pada point  3 adalah sangat keliru dan tidak benar 
adanya paksaan untuk menikah dengan termohon, karena yang benar adalah 
pemohon yang mengajak termohon untuk segera menikah karena ketika itu 
termohon sudah hamil sesuai dengan hasil pemeriksaan bidan Lisa dan setelah 
pemohon mengetahui termohon hamil, ternyata termohon mau lari dari kenyataan 
sehingga pemohon pergi tanpa pamit dan setelah termohon mengetahui pemohon 
pergi, pemohon berusaha mencari pemohon dan termohon berhasil menemukan 
pemohon di rumah keluarganya di Barru dan disaat itu pula pemohon mengaku 
didepan keluarganya akan bertanggung jawab atas perbuatanya. 
3. Bahwa permohonan pemohon pada point 4 a. adalah sangat keliru karena yang 
menjadi wali pada waktu itu adalah saudara kandung termohon yang bernama BD 
(identitas disamarkan)  walaupun tidak hadir tetapi saudara kandung termohon 
tersebut telah membuat surat pernyataan wali kepada penghulu yang menikahkan 
pemohon dan termohon, sedangkan Mahipal hanya mengantar termohon ke rumah 
penghulu untuk menikah. Dan pada poit 4 b. mengenai mahar yaitu sebuah cincin 
emas dan satu buah sepeda motor ketikan akad nikah terjadi pemohon 
menyebutkan mahar tersebut dan motor terparkir di depan rumah pak penghulu 
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dan akhirnya terjadi ijab kabul, jika mahar itu tidak di bayar oleh pemohon, maka 
mahar tersebut menjadi hutang pemohon yang harus dibayar. 
Berdasarkan uraian hukum diatas, termohon mohon kepada majlis hakim agar 
mnjatuhkan penetapan sebagai berikut: 
1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak tidaknya dinyatakan 
tidak diterima 
2. Membebankan perkara menurut hukum 
Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Bahwa atas jawaban tersebut, pemohon mengajukan replik secara lisan yang 
pada pokonya menyampaikan hal-hal sebagai berikut: 
- Bahwa pemohon membantah pernyataan termohon mengenai pemohon mau lari 
setelah mengetahui termohon hamil karena pemohon pada waktu itu diancam 
kalau bukan pemohon yang mati, maka termohon yang mati; 
- Bahwa pemohon membantah jawaban termohon yang menyatakan wali nikahnya 
adalah BD kakak kandung termohon dengan alasan sudah membuat surat 
pernyataan kepada penghulu dan MH (Identitas disamarkan)  hanya pengantar, 
karena pada waktu itu BD (Identitas disamarkan)  tidak ada disana dan yang ada 
pada saat itu hanya MH. Selain itu MH sendiri yang mengatakan kepada pemohon 
bahwa MH yang akan menjadi wali karena disuruh oleh saudara termohon. 
- Bahwa selain itu selebihnya pemohon tetap pada permohonan semula; 
Bahwa atas replik tersebut, termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada 
pokoknya termohon menyatakan tetap dengan jawaban yang diajukan sebelumnya; 
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya pemohon telah mengajukan 
alat bukti surat berupa: 
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1219/119/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 
pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare yang bermaterai 
cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (P); 
Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah 
mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama 
Islam, yaitu: 
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1. BA (Identitas disamarkan) bin Lf, umur 61 tahun, agama Islam, pada pokoknya 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena bertetangga; 
- Bahwa saksi  tidak mengetahui pernikahan pemohon dengan termohon ; 
- Bahwa saksi mengetahui dan mengalami sendiri pada hari Jum’at, saksi datang 
kerumah BD menanyakan perkawinan pemohon dan termohon lalu BD 
mengatakan tidak mengetahui perkawinan tersebut, padahal seharusnya yang 
berhak menjadi wali adalah saya (BD). 
2. DM (Identitas disamarkan)  bin TS, umur 33 tahun, agama Islam, pokoknya 
memberikan keterangan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon  sebagai suami istri, karena 
saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon; 
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pemohon dan termohon menikah karena saksi 
tidak tahu adanya pernikahan tersebut, baru setelah dua hari setelah menikah 
saksi mengetahuinya. 
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah pemohon dan termohon 
- Bahwa seminggu setelah pernikahan pemohon dan termohon saksi  pergi 
bertemu dengan BD (identitas disamarkan) untuk menanyakan masalah 
pernikahan pemohon dengan termohon kemudian Baddu mengatakan tidak 
mengetahui pernikahan termohon karena tidak hadir pada saat pernikahan 
tersebut. 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya, termohon juga 
mengajukan alat bukti surat berupa: 
- Fotokopi surat keterangan perwalian yang dibuat oleh BD yang menyerahkan 
perwalian kepada MY (Identitas disamarkan)  yang bermaterai cukup dan telah 
dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda (T) 
Menimbang  bahwa selain bukti surat tersebut diatas, termohon juga telah 
mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut 
agama islam, yaitu: 
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1. HL (Identitas disamarkan) bin Ab, umur 41 tahun pada pokoknya memberikan 
keterangtan sebagai berikut: 
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi merupakan 
saudara kandung termohon sekaligus sepupu dua kali pemohon; 
- Bahwa saksi tidak datang saat pernikahan pemohon dan termohon tetapi 
merestuinya karena pemohon dan termohon datang kepada saksi untuk 
mengawinkan dan saksi tidak bisa pada waktu itu karena tidak bisa mengurus 
surat-suratnya sehingga menyerahkan pernikahan dilakukan bulan februari 
tetapi pemohon dan termohon tidak mau, jadi saksi menyuruh pemohon dan 
termohon ke Parepare karena ada yang bisa mengurusnya dan kakak saksi juga 
bisa menyerahkan perwalianya kepada imam melalui MH (identitas 
disamarkan) karena pada waktu ada acara keluarga 
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan pemohon, termohon sudah 
pernah menikah selama dua kali dan ini yang ketiga kalinya walaupun 
pernikahan termohon yang pertama dan kedua belum pernah bercerai tetapi 
menikah lagi dengan pemohon; 
2. AHR( Identitas disamarkan)  bin Al, umur 35 tahun, pada pokoknya memberikan 
keterangan sebagai berikut : 
- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi merupakan saudara 
kandung termohon sekaligus sepupu dua kali pemohon; 
- Bahwa saksi tidak datang pada pernikahan pemohon dan termohon karena ada 
acara keluarga tetapi kakak saksi yang bernama BD (Identitas disamarkan) 
sudah menyerahkan perwalianya kepada imam melalaui MH; 
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah dengan pemohon, termohon sudah 
pernah menikah selama dua kali dan pemohon mengetahui hal tersebut karena 
sebelumnya saksi pernah memberitahukanya yakni suami pertamanya bernama 
WH (Identitas disamarkan)  dan sudah lama pisah namun belum bercerai, 
sedangkan dengan suami keduanya yang bernama SY (Identitas disamarkan)  
termohon belum lama berpisah dan belum pernah bercerai hanya karena marah 
termohon selingkuh dengan termohon; 
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Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka ditunjuklah kepada 
hal-hal sebagaimana tercantum dalam dalam Berita Acara persidangan perkara ini 
yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; 
permohonannya untuk membatalkan pernikahan termohon I dengan    
Termohon II; 
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah 
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini 
yang merupakan satu kesatuan dengan perkara ini; 
 
PERTIMBANGAN HUKUMNYA 
 
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah 
sebagaimana di uraikan di atas: 
Menimbang, bahwa dalam jawabanya termohon membantah dalil pemohon 
yang menyatakan termohon memaksa pemohon menikahi termohon, karena sewaktu 
pemohon mengetahui termohon hamil, pemohon lari meninggalkan termohon 
kemudian termohon mencarinya dan setelah ketemu, pemohon sendiri yang akan 
menikahi termohon karena ingin bertanggung jawab atas perbuatannya menghamili 
termohon; 
Menimbang, bahwa termohon membantah dalil pemohon yang menyatakan 
mengenai wali nikah adalah MH bukan BD sebagaimana yang tertulis dalam buku 
kutipan akta nikah, karena yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan pemohon 
dan termohon adalah saudara kandung termohon yaitu BD bukan MH meskipun BD 
tidak hadir di pernikahan tersebut, namun sudah membuat surat pernyataan 
penyerahan wali kepada penghulu; 
Menimbang bahwa  dalam jawabannya termohon membantah dalil pemohon 
yang menyatakan mahar pernikahan pemohon dan termohon adalah 1 cincin emas 
walaupun cincin itu juga tidak ada pada saat pernikahan dan yang tertulis pada 
kutipan buku akta nikah adalah 1 cincin emas dan sepeda motor, karena pada saat 
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pernikahan tersebut mahar berupa 1 cincin emas dan sepeda motor disebutkan pada 
saat akad nikah, apalagi motor tersebut di parker di depan rumah penghulu, adapun 
mengenai cincin emas yang tidak ada saat pernikahan berarti itu menjadi hutang 
pemohon kepada termohon; 
Menimbang, bahwa dalam repliknya pemohon membantah jawaban termohon 
tersebut, karena sebelum menikah termohon pernah penyampaikan kepada pemohon 
apabila bukan pemohon yang mati, maka termohon yang akan mati. Selain itu pada 
saat pernikahan, BD juga tidak ada pada saat pernikahan dilaksanakan, sehingga 
mana munkin BD yang menjadi wali pernikahan tersebut; 
Menimbang, bahwa dalam dupliknya termohon menyatakan tetap dengan 
jawabannya; 
Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan pemohon lainya tergugat 
mengakuinya secara murni, oleh karena itulah yang menjadi pokok sengketa dalam 
perkara ini adalah : 
1. Apakah benar pemohon dipaksa untuk menikahi termohon ? 
2. Siapakah yang menjadi wali nikah antara pemohon dan termohon ? 
3. Apakah yang menjadi mahar pernikahan pemohon dan termohon ? 
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonanya, pemohon 
telah mengajukan alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk 
diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan 
aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti yang sah (vide pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 
1985 tentang Bea Materai); 
Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 
pemohon dan termohon bertanda (p) merupakan alat bukti berupa akta otentik karena 
dibuat oleh pejabat yang berwenang; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1870 KUHPerdata dan 
putusan mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta otentik 
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memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volleding), artinya hakim terikat 
(bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak 
menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatanya dapat dilumpuhkan 
dengan bukti lawan; 
Menimbang, bahwa alat bukti tertulis bertanda (P`), tersebut menunjukkan 
antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perkawinan sejak tanggal 10 
Oktober 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai; 
Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga 
menghadapkan dua orang saksi yang kesaksiannya selengkapnya tertuang dalam 
berita acara dan duduk perkara di muka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara 
kesaksian yang satu dengan saksi lainya ternyata kesaksian-kesaksian tersebut 
sebagian saling bersesuaian dengan sebagian lainya dan telah memenuhi syarat 
formal suatu kesaksian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sesuai ketentuan 
pasal 309 R. Bg; 
Menimbang, keterangan saksi-saksi Pemohon Tersebut pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon dan termohon; 
- Bahwa para saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon dan termohon; 
- Bahwa  para saksi pergi ke rumah BD yakni kakak termohon yang dalam kutipan 
akta nikah tertulis sebagai wali nikah untuk menanyakan perkawinan pemohon dan 
termohon, namun BD (Identitas disamarkan) mengatakan tidak mengetahui 
pernikahan tersebut karena tidak hadir saat pernikahan pemohon dan termohon; 
Menimbang, bahwa meneguhkan dalil-dalil bantahanya, termohon telah 
mengajukan alat bukti tertulis yang secara formil telah memenuhi syarat untuk 
diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan karena telah dicocokkan dengan 
aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat 
bukti yang sah; 
Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang berkedudukan sebagai akta 
dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan yang 
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menurut ketentuan pasal 286 ayat (1) R. Bg mempunyai kekuatan sebagai alat bukti 
bebas artinya hakim bebas menilai alat bukti tersebut; 
Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, termohon juga 
menghadapkan dua orang saksi yang kesaksianya tertuang dalam berita acara dan 
duduk perkara dimuka, setelah dihubungkan dan dicocokkan antara kesaksian yang 
satu dengan saksi lainnya ternyata kesaksian-kesaksian tersebut saling bersesuaian 
dan telah memenuhi syarat suatu kesaksian shingga kesaksian tersebut dapat 
diteriama sesuai ketentuan pasal 309 R. Bg; 
Menimbang, keterangan saksi-saksi termohon tersebut pada pokoknya 
menerangkan sebagai berikut: 
- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon dan termohon; 
- Bahwa para saksi tidak hadir pada pernikahan pemohon dan termohon; 
- Bahwa para saksi mengetahui BD (kakak termohon) sudah dan menyerahkan 
perwalianya kepada imam melalui MH walaupun tidak hadir pada saat pernikahan 
tersebut; 
- Bahwa para saksi mengetahui sebelum menikah dengan pemohon, termohon 
sebelumnya sudah pernah menikah sebanyak dua kali dan belum pernah bercerai 
masing-masing dengan SYdan WH; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan termohon dan alat bukti tertulis 
bertanda (P) dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta dan harus dinyatakan 
terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam 
perkawinan sejak tanggal 10 Oktober 2011 dan sampai sekarang belum pernah 
bercerai; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon 
yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya bahwa wali termohon yang 
tertulis dalam buku akta nikah bernama BD tidak hadir sewaktu pernikahan pemohon 
dan termohon, sehingga harus dinyatakan terbukti saat pernikahan pemohon dan 
termohon, kakak termohon yang bernama BD dalam hal ini wali nikah sebagaimana 
yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah tidak hadir; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis bertanda (T) dan keterangan 
saksi-saksi termohon, maka harus dinyatakan terbukti BD (kakak termohon) yang 
dalam buku nikah tertulis sebagai wali nikah termohon tidak hadir saat pernikahan 
pemohon dan termohon, tetapi telah menyerahkan perwalian kepada imam tertanggal 
8 Oktober 2011; 
Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan tertib administrasi dan memenuhi 
ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pradilan 
Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera 
Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap di wilayah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, 
oleh karena itu panitera harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan 
ini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam 
wali nikah yang tidak munkin hadir, maka pernikahan tersebut harus dilakukan oleh 
wali hakim yakni Kepala Kantor Urusan Agama setempat, bukan oleh seorang imam, 
karenanya harus dnyatakan terbukti pernikahan pemohon dan termohon dilakukan 
oleh wali yang tidak sah; 
Menimbang, bahwa maksud ketentuan pasal 28 Kompilsi Hukum Islam yang 
menyatakan “akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang 
bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain” harus dipahami wali 
nikah (wali nasab) dapat mewakilkan kepada orang lain dalam pelaksanaan akad 
nikah jika wali nikah tersebut hadir dan mewakilkannya secara langsung kepada 
orang lain tersebut; 
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi termohon yang saling 
bersesuaian antara satu dengan lainya yang menyatakan sebelum menikah dengan 
pemohon, termohon sudah pernah menikah sebanyak 2 kali dan dari 2 kali pernikahan 
tersebut tidak ada satupun yang sudah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti 
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termohon sebelum menikah dengan pemohon sudah terikat tali perkawinan dengan 
orang lain; 
Menimbang, bahwa karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dilakukan 
oleh wali yang sah dan termohon masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, 
maka alasan pemohon untuk mengajukan pembatalan perkawinan ke pengadilan 
agama parepare sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 ayat (1) 
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 71 point (b) dan (e) Kompilasi Hukum 
Islam dimana suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini 
ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain dan perkawinan 
dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, karenanya 
permohonan pemohon dapat dikabulkan; 
Menimbang, bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi dan memenuhi 
ketentuan pasal 84 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pradilan 
agama sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 
dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009, panitera 
pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap di wilayah tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, 
oleh karena itu panitera harus diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan 
ini; 
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 
50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat; 
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum 
syara’ yang berkaitan dengan perkara ini. 
MENGADILI 
1. Mengabulkan permohonan pemohon; 
2. Membatalkan perkawinan antara pemohon  AL,(identitas disamarkan ) dengan SR, 
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(identitas disamarkan) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Oktober 2011 di 
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare; 
3.  Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah nomor : 1219/119/X/2011 
tanggal 14 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bacukiki, Kota Parepare tidak berkekuatan hukum; 
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare menyampaikan 
salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bacukiki Kota Parepare untuk dicatatat dalam daftar yang disediakan 
untuk itu; 
5. Membebabkan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 
251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); 
Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim 
pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 
1433 H, oleh kami Dra. HM, S.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad IB., 
S.Hi.,S.H.,M.HI dan RN.,S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota. Pada hari itu 
juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. 
SI, S.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon. 
Adapun perkara yang kedua dengan nomor perkara : 364/Pdt.G/2011/ PA Pare, 
yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan nikah pada perkara tersebut, adalah 
alasan yang di jadikan dasar oleh AL sebagai pemohon menganggap perkawinan 
tersebut mengandung unsur penipuan, dimana saat perkawinan berlangsung  yang 
menikahkan AL dengan SR sebagai termohon bukanlah wali dari SR. Akan tetapi 
orang lain yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon dan termohon, 
kemudian pada saat akad yang menjadi mahar perkawinan adalah 1 cincin emas dan 
sebuah sepeda motor padahal sebenarnya tidak ada. kedua hal tersebut tertulis pada  
Buku Akta Nikah antara AL dengan SR dengan Nomor: 1219/119/X/2011 yang 
100 
 
 
 
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. Dari 
kedua alasan di atas AL juga beralasan kalau AL dipaksa untuk menikahi RS dengan 
alasan SR telah  hamil. 
Dari pernyataan AL tersebut. SR lalu membantah dengan mengajukan jawaban 
bahwa paksaan untuk menikahi SR adalah tidak benar yang benar adalah AL sendiri 
yang mengajak SR untuk segera menikah karena ketika itu termohon sudah hamil, 
adapun masalah wali nikah yang tidak ada hubungan dengan SR, kakak kandung SR 
sudah menyerahkan surat perwalian kepada MH (identitas disamarkan) meski wali 
SR pada waktu itu tidak hadir.  Yang terakhir adalah masalah 1 cincin emas  dan 
sebuah motor yang dijadikan mahar itu merupakan kewajiban AL, jika Mahar yang 
telah disebutkan pada akad nikah tidak ada, maka itu merupakan hutang AL sebagai 
pihak laki-laki yang harus dibayar. 
Menurut hemat peneliti alasan dari pemohon mengajukan pembatalan nikah 
sudah benar karena adanya unsur penipuan terbukti dalam Buku akta Nikah tertulis 
bahwa yang menjadi wali dari pernikahan mereka adalah MH yang menurut 
pengakuan AL  sebagai pemohon bukan wali dari SR. Maka pernikahan tersebut 
dapat dibatalkan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan 
Nomor 1 Tahun 1974 pasal 26 ayat (1) yang berbunyi perkawinan yang 
dialangsungkan di muka pegawai pencatat nikah yang tidak berwenang, wali nikah 
yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi dapat 
dimintakan pembatalan oleh  pihak keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari 
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suami atau istri.148  Demikian pula pada pasal 71 KHI bagian (e) yang berbunyi suatu 
perkawinan dapat dibatalkan apabila: perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau 
dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.149  
Persoalan wali, dikalangan ulama memang berbeda pendapat mengenai 
masalah wali dalam pernikahan, urutan wali nikah dan yang berhak 
menikahkannya.150 Akan tetapi sebagai warga negara yang baik, tentu aturan hukum 
yang berlaku di negara ini haruslah dipatuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 6 tercantum didalamnya syarat-syarat 
pernikahan. Dalam KHI terdapat pada pasal 19, 20, 21, 22 dan 23 sudah cukup jelas 
mengenai persoalan wali nikah.  
Dan alasan AL mengajukan pembatalan perkawinan karena persoalan wali 
telah melengkapi rukun dalam pernikahan, akan tetapi ada yang dilanggar yaitu yang 
menikahkan tergugat ialah wali yang tidak berhak. Untuk masalah mahar yang di 
jadikan salah satu alasan diajukannya pembatalan nikah oleh AL itu tidak bisa di 
jadikan dasar terjadinya pembatalan nikah meskipun itu hukumnya wajib diberikan 
                                                                
148
Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-
undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan Beda 
Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat (Bandung: Redaksi Nuansa 
Aulia, 2012), h. 83. 
149
Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 
Undangundang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang Perkawinan 
Beda Agama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat (Bandung: Redaksi 
NuansaAulia, 2012), h. 22. 
150
Dedi Supriadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam (Bandung: 
Pustaka setia, 2008),  h. 20 
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kepada calon mempelai perempuan,151 namun tidak termasuk dalam rukun maupun 
syarat dalam pernikahan. 
Menurut Dra. Mudira MH, penyebab terjadinya pembatalan nikah yang di 
ajukan oleh pemohon pada perkara tersebut bukan karena masalah mahar tapi 
penyebabnnya adalah yang pertama pernikahan pemohon dengan termohon tidak 
dilakukan oleh wali yang sah kedua termohon melalui keterangan saksi masih terikat 
perkawinan dengan pria lain.152  
Selain dari itu hal yang sangat menarik untuk dicermati ialah alasan AL  
sehingga mengajukan gugatan pembatalan nikah yaitu karena menurut dalil 
pemohon sebagai penggugat, pernikahan tersebut dilaksanakan di bawah ancaman 
termohon. dari pihak pemohon menyatakan bahwa perkawinan penggugat 
dilaksanakan karena terpaksa atau di bawah anacaman yang melanggar hukum dari 
termohon yakni apabila tidak dilaksanakan, maka kalau bukan pemohon yang mati 
termohon yang akan mati. Hal ini di bantah oleh termohon dan tidak dapat pula 
dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu alasan ini tidak kuat dan tidak bisa 
dijadikan dasar dalam pembatalan nikah pada kasus tersebut. 
Jadi yang memperkuat Majlis hakim dalam mengabulkan permohonan 
pembatalan nikah yang di ajukan oleh AL adalah wali yang tidak sah dalam 
perkawinan tersebut dan masih adanya ikatan perkawinan antara SR dengan pria lain 
                                                                
151
Mustafa al-kahain dan Musthafa al-Bugha>, Fiqih al-Mana>hij ‘ ala> Madzhab al- Imam 
Syafi’i>, Juz IV (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), h. 75. 
152
Wawancara peneliti dengan Dra. Mudirah M.H di pengadilan Agama Parepare pada 
tanggal 25 Juni 2018. 
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berdasarkan keterangan para saksi.153 Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan pasal 
26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyebutkan perkawinan 
yang dilangsungkan dan pasal 71 point (a) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yang 
menyatakan bahwa perkawinan apabila perempuan yang dikawini ternyata 
dikemudian diketahui masih menjadi istri pria lain dan perkawinan dilangsungkan 
tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, maka perkawinan dapat 
dibatalkan.154 
Dari kedua perkara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 
perkawinan terdapat kekurangan atau kelemahan dalam pengawasan dan kurangnya 
ketelitian dalam memeriksa berkas perkawinan, sehingga  terjadilah pemalsuan 
identitas, pada perkara dengan Nomor 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare. dan pelanggaran 
prosedur lainnya seperti wali tidak berhak, pada perkara Nomor 364/Pdt/2011/PA. 
Pare. Selain itu, kurangnya pembinaan dan penyuluhan dalam pernikahan sehingga 
masyarakat tidak mengetahui dan melanggar prosedur perkawinan yang kemudian 
meyebabkan kerugian baginya dan orang lain. 
B. Proses penyelesaian Pembatalan Nikah akibat Pemalsuan Identitas di Pengadilan 
Agama Parepare nomor :  0384/Pdt.G/2014/ PA/Pare. 
Pada bagian ini peneliti akan menguraikan tentang bagaimana proses 
penyelesaian pembatalan nikah akibat pemalsuan identitas di Pengadilan Agama 
                                                                
153
Wawancara peneliti dengan Dra. Mudirah M.H di pengadilan Agama Parepare pada 
tanggal 25 Juni 2018. 
154
Abdurrahman, Kompilasi Hukum islam di Indonesia (Jakrta: Akademik Pressido, 1992), h. 
53. 
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Parepare yang menjadi objek penilitian yaitu  perkara nomor : 0384/Pdt.G/2014/ 
PA/Pare, Melalui hasil penelitian dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap 
pihak-pihak informan dalam penelitian ini: 
Perkawinan dilatarbelakangi dengan pengakuan ST Binti AB yang 
berkedudukan sebagai tergugat II bahwa dia hamil dan meminta pertanggung 
jawaban MR selaku Tergugat I untuk menikahinya, dengan pengakuan tersebut 
akhirnya MR menyanggupi permintaan ST dan berjanji akan menikahinya.155 
Pada tahap sebelum pernikahan terjadi, untuk memuluskan pernikahanya, MR 
membuat surat keterangan kematian palsu dan surat keterangan untuk nikah yang 
dikeluarkan oleh lurah tirosompe kabupatenen barru dengan tujuan pernikahan 
mereka tidak diketahaui oleh istri pertamanya, maka pernikahanya dilakukan di 
kecamatan Bacukiki Kota Parepare, dengan dua surat keterangan tersebut MR dapat 
melengkapi administarasi pernikahannya.156 
Sebagai persyaratan Administrasi MR dan ST oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bacukiki diharuskan untuk melengkapi identitas diri dan surat-surat 
yang dapat memberikan keterangan akan status mereka.157 Pada saat pemerikasaan 
dokumentasi administerasi, MR melengkapi administrasi pernikahanya dengan 
Kartu Tanda penduduk (KTP), Surat Keterangan Nikah an MR Nomor: 
469.3/159/Tirosompe 28 April 2014. Yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe, 
                                                                
155
Wawancara dengan Drs. Abd. Rahim Panitera yang menyidangkan kasus pembatalan 
nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare  tanggal 26 Juni 2018. 
156
Wawancara dengan Mudhira, M.H Hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare, pada 
tanggal 25 Juni 2018 
157
Wawancara dengan Muhamma Said Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Bacukiki 
Kota Parepare, pada tanggal 28 Juni 2018. 
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bermaterai cukup. Dan surat Keterangan Kematian Istri atas nama Alimah Nomor : 
404.3/159/TS tertanggal 28 April 2014  dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe Kec. 
Bacukiki Kota parepare yang menurut keterangannya adalah istrinya terdahulu yang 
sudah meninggal dunia sehingga MR berstatus duda cerai mati. 
Kepala Kantor Urusan Agama Kota parepare dalam hal ini sebagai turut 
tergugat yang menangani proses pernikahan MR dan ST menyatakan bahwa surat 
kematian istri MR sudah dianggap melengkapi berkas pernikahan, sehingga secara 
administratif tidak ada alasan bagi turut tergugat menolak melakukan pencatatan 
perkawinan atas nama tergugat I dan tergugat II. Pernikahanpun dilaksanakan tanpa 
ada halangan maupun hambatan.158 
Pernikahanpun terjadi antara MR dan ST pada hari ahad tanggal 11 Mei 2014 
dengan bukti akta nikah Nomor : 0482/049/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare berjalan dengan lancar tanpa ada 
halangan apapun. 
Setelah kurang lebih empat bulan yaitu sekitar bulan September kemenakan 
HN (penggugat) seorang Polisi yang bertugas di kabupaten Barru datang 
menyampaikan kepada penggugat bahwa suaminya yaitu MR telah menikah dengan 
ST (tergugat II) dengan memberikan akta nikah atas nama tergugat I dan tergugat II.  
Setelah mengetahui kejadian itu maka penggugat merasa  tertipu dan merasa 
                                                                
158
Wawancara dengan Drs. Abd. Rahim Panitera Sidang dalam kasus pembatalan nikah di 
Pengadilan Agama Kota Parepare, pada tanggal 26 Juli 2018. 
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dirugikan,  karena suaminya MR tega membohonginnya kemudian mengajukan 
gugatan pembatalan nikah di Pengadilan Agama Kota Parepare, yang kemudian 
didaftarkan dalam perkara Nomor : `0384.G/2014/PA/Pare. dimana tempat wilayah 
pernikahan MR dan ST dilakasanakan. Dengan pihak-pihak sebagai berikut :  
1.,HN binti LH, sebagai Penggugat 
2. MR bin B, sebagai Tergugat I 
3. ST binti H. Tergugat II 
4. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, sebagai Turut tergugat. 
Pada bagian selanjutnya peneliti akan menulis contoh gugatan yang diajukan , 
sebagai acuan dalam tesis ini : 
Yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama   : HN binti LH   
Umur   : 56 tahun 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Guru (PNS) 
Tempat tinggal :  Di Kabupaten Barru 
---------------------------- Untuk selanjutnya ‚Penggugat‛ 
Dengan ini mohon Putusan fasid/pembatalan  perkawinan/nikah terhadap 
TERGUGAT I yang telah kawin dengan seorang perempuan : 
Nama   : ST 
Umur   : 54 tahun 
107 
 
 
 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : tidak ada 
Tempat tinggal : kabupaten Barru 
---------------------------- Untuk selanjutnya ‚TERGUGAT’’ II 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, 
---------------------------- Untuk selanjutnya ‚TURUT TERGUGAT‛ 
Tentang Duduk Perkaranya 
----------------------------- 1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat I dengan 
Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/II/1990, yang dikeluarkan Kepala Kantor 
Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau pada tanggal 17 Juli 1990. 
------------------------------ 2. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II 
berlangsung di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare pada hari Ahad tanggal 11 Mei 
2014 tanpa sepengetahuan penggugat sebagai istri tergugat I, dan pada tanggal 23 
September 2014 Penggugat baru mengetahui bahwa tergugat I sudah menikah 
dengan Tergugat II setelah keponakan penggugat seorang polisi yang bertugas di 
Kabupaten Barru memberitahukan kepada penggugat bahwa Tergugat I telah 
menikah dengan Tergugat II dan memberikan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan 
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, dengan Nomor : 
0482/049/V/2014, pada tanggal 12 Mei 2014. 
------------------------------ 3. Bahwa perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tanpa 
sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan tidak ada izin poligami dari 
Pengadilan Agama Kota Parepare. 
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------------------------------ 4. Bahwa perkawinan Tergugat I dan Tergugat II penuh 
dengan rekayasa atau kebohongan hukum, buktinya dalam buku nikah tertulis 
pekerjaan Tergugat I adalah wiraswasta, yang benar adalah Guru (PNS). 
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada 
Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majlis Hakim yang memeriksa perkara ini 
berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 
PRIMAIR : 
------------- 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 
------------- 2. Membatalkan Perkawinan Tergugat I (MR) dengan Tergugat II 
 ( ST) yang dilangsungkan pada tanggal 11 Mei 2014. 
------------ 3. Membebankan biaya perkara menurut hukum. 
SUBSIDER : 
-----------  4. Mohon putusan yang seadil-adilnya. 
Atas gugatan yang diajukan, dapat dilihat bahwa gugatan pembatalan yang 
diajukan oleh HN. Binti LH, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru (PNS) 
dan bertempat tinggal di Kabupaten Barru, ialah perempuan yang dinikahi oleh 
Tergugat I (MR bin B) pada tanggal 11 Mei 2014 berdasarkan kutipan Akta Nomor : 
0482/049/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bacukiki Kota Parepare. 
Kedudukan HN sebagai Penggugat pada perkara ini telah benar dan sesuai 
dengan aturan hukum, demikian pula tempat pengajuan gugatan pembatalan nikah 
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yang telah dilakukan.159 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 
menentukan bahwa permohonan pembatalan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang 
berhak mengajukan kepada Pengadilan di daerah hukumnya yang meliputi tempat 
berlangsungnya perkawinan atau tempat istri atau suami.
160
 Dan Kompilasi Hukum 
Islam (KHI) pasal 65 ayat (1). 
Ketentuan ini dipertegas Pasal 25 UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa : 
‚Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah 
hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, 
suami atau istri.‛161 Pengajuan gugatan pembatalan yang dilkukan di pengadilan 
Agama Parepare adalah sudah tepat dan susuai dengan Undang-undang yang 
ditetatkan oleh pemerintah, karena Pengadilan Agama Parepare adalah daerah 
hukum dimana Perkawinan dilaksanakan. Demikian juga kedudukan HN sebagai 
penggugat telah memenuhi ketentuan yang ada pada pasal 23 UU Perkawinan, 
bahwa yang dapat mengajukan Pembatalan Perkawinan yaitu:  
a. Para Keluarga dalam garis keturunan yang lurus keatas dari suami atau istri; 
b. Suami atau Istri; 
                                                                
159Wawancara dengan Mun’amah hakim pengadilan Agam Parepare pada tanggal 25 juni 2018. 
160
Pasal 38, ayat (1) Peranturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 
161
Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 
UndangundangNomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang  
Perkawinan BedaAgama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat 
(Bandung: Redaksi NuansaAulia, 2012), h. 83. 
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c. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan 
syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan 
sebagaimana tersebut dalam pasal 67.162 
Landasan hukum lainya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur pada 
Pasal 73 mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan nikah antara 
lain: 
1. Para Keluarga dari keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, misalnya bapak 
atau ibu dari suami istri, kakek atau nenek dari suami atau istri. 
2. Suami istri, suami atau istri. Artinya bahwa inisiatif itu dapat timbul dari suami 
atau istri saja, atau dapat juga dari keduanya secara bersama-sama dapat 
mengajukan pembatalan nikah. 
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. Pejabat 
yang ditunjuk ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan 
(Pasal 16 ayat (2)), namun sampai saat ini urusan tersebut masih dipegang oleh 
PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama atau Ketua 
Pengadilan Negri. 
4. Setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap 
perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan diputuskan.163 
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Tim Redaksi Aulia, Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan Undang-Undang No1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf, 
UndangundangNomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Fatwa MUI Tentang 
Perkawinan BedaAgama, Fatwa MUI Tentang Wakaf Uang, Fatwa MUI tentang Zakat 
(Bandung: Redaksi NuansaAulia, 2012), h. 22. 
163
Alimuddin, Kompilasi hukum Islam sebagai Hukum terapan bagi Hakim Pengadilan 
Agama (Samata Gowa: Alauddi University Press, 2011), h. 162. 
111 
 
 
 
Hal lain menarik yang perlu mendapat perhatian dari perkara ini adalah 
mengenai alasan yang dijadikan dasar oleh HN untuk mengajukan gugatan 
pembatalan perkawinan yaitu karena perkawinan tersebut mengandung unsur 
penipuan, dimana pada saat perkawinan berlangsung MR sebagai Tergugat I 
mengaku berstatus duda karena kematian isterinya terdahulu, ternyata masih terikat 
perkawinan dengan seorang perempuan bernama HN dan belum pernah bercerai. Dan 
bila dihubungkan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, gugatan 
pembatalan perkawinan yang diajukan adalah dibenarkan sesuai dengan penegasan 
pasal tersebut yaitu seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan 
pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi 
penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri. 
Menurut hemat Peneliti, alasan HN mengajukan gugatan pembatalan nikah 
sudah sesuai dengan pasal 24 Undang-undang perkawinan yang menyebutkan bahwa 
barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua 
belah pihak atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan 
perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 
4 Undang-undang ini,164 dalam hal ini MR masih terikat perkawinan dengan HN 
sebagai istri pertama dan belum pernah bercerai. 
Perkawinan ini juga bertentangan dengan monogami. Pada perkawinan ini, 
Perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II tidak seizin dari penggugat sebagai istri 
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Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 
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pertama, sehingga asas monogami ditentang. Menurut pendapat Idris Ramulyo, 
perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu 
dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila telah 
memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.165 
Setelah Pendaftaran dilakukan dan dirasa sudah lengkap, maka perkara itu oleh 
panitera diajukan kepada Ketua pengadilan Agama Kota Parepare untuk diperikasa, 
pada  perkara ini yang ditunjuk sebagai Hakim ketua adalah Ibu Dra. Hj. Hy, S,H., 
M.H. sedangkan hakim anggota adalah Dra. Fj dan Ibu Sati S>H.  Kemudia 
menetapkan hari sidang yaitu pada hari kamis tanggal 10  Oktober  2014 sekaligus 
melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan diantaranya 
saudara MR, bin B (sebagai Tergugat I), ST binti H ( sebagai Tergugat II), dan 
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bcukiki (sebagai Turut tergugat).166 
Pada hari ketetapan sidang, mereka datang menghadap untuk memberikan 
keterangan dalam persidangan. Setelah itu hakim membacakan surat gugatan yang 
telah diajukan oleh penggugat selesai membacakan surat gugatan. Hakim meminta 
keterangan dari pihak-pihak yang telah ditentukan yaitu penggugat, tergugat I, 
tergugat II dan Turut tergugat yang masing-masing memberikan jawaban sebagai 
berikut: 167 
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Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatun analisis dari Undang-undang 
Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Bina Asara, 1990) h. 55. 
166
Wancara dengan Dra. Hadira, Hakim pengadilan Agama Parepare Tanggal 26 Juni 2018. 
167
Wawancara dengan Drs. Abd. Rahim Panitera sidang pada kasus Pembatalan nikah di 
Pengadilan agama Parepare pada Tanggal 26 Juni 2018. 
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Penggugat tetap pada keputusan awal yaitu mempertahankan isi dari pada 
gugatanya, Tergugat I memerikan jawabanya yang pada pokoknya: mengakui bahwa 
Penggugat adalah Isteri sah Tergugat I, mengakui bahwa dia telah menikah dengan 
Tergugat II walaupun awalanya dia tidak mengakui pernikahan tersebut, mengakui 
bahwa dia berpropesi sebagai Guru (PNS) di Barru bukan sebagai wiraswasta.  
Dalam sidang kasus perkara pembatalan nikah  ini hanya berlangsung  2 kali 
sidang dimulai dari sidang pertama pembacaan gugatan perkara sampai sidang kedua 
pembacaan putusan sidang.
168
 
Tergugat II memberikan jawaban yaitu mengakui adanya pernikahan dirinya 
dengan tergugat I dan meminta pertanggungjawaban kepada Tergugat I karena dia 
sedang hamil,  mengakui bahwa yang menikahkan mereka adalah Imam Kelurahan 
Tirosompe Kecamatan Bacukiki>, mengakui adanya Buku akta Nikah antara dirinya 
dengan Tergugat I dan bersedia menghadirkan saksi pada sidang berikutnnya. 
 Adapun Turut tergugat memberikan keterangan bahwa dia tidak mengetahui 
sebelumnya  ternyata istri Tergugat I masih hidup, karena melalaui Surat kematian 
yang dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe dengan Nomor 404.3/159 tanggal 28 April 
2014 bahwa status Tergugat I adalah duda cerai mati, serta ada Surat keterangan 
nikah an MR dengan Nomor 469.3/159 yang bermaterai cukup. Maka dengan 
kelengkapan berkas tersebut Turut Tergugat dalam hal ini sebagai Kepala Kantor 
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Wawancara dengan Mudhira, M.H Hakim di Pengadilan Agama Kota Parepare, pada 
tanggal 25 Juni 2018. 
 
114 
 
 
 
Urusan Agama kecamata Bacukiki menerbitkan Buku Akta Nikah antara penggugat 
I dengan Penggugat II.169  
Kembali pada proses gugatan yang di ajukan HN pada perkara, alat bukti yang 
diajukan oleh HN selaku penggugat yaitu alat bukti surat berupa: 
1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 115/I/1990 tanggal 17 Juli 1990, 
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Rilau, 
Kabupaten Barru dan telah sesuai dengan aslinya bermaterai cukup deberi (P.I); 
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 73110229010540081 tanggal 26 Mei 2012, 
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
Kabupaten Barru, telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda 
(P.2); 
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0452/049/V/2014 tanggal 12 Mei 
,2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki 
Kota Parepare dn telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup diberi tanda 
(P.3). 
Dari perkara tersebut tidak ditemukan adanya alat bukti berupa saksi, karena 
bukti surat yang diajukan oleh penggugat ditanbah keterangan dari turut tergugat 
sudah dianggap cukup kuat, karena dari tergugat I dan tergugat II sendiri tidak dapat 
membuktikan dalil-dalil bantahanya. 170  
Pada sebuah wawancara dengan Dra. Mudirah MH, anggota majelis hakim 
yang memproses perkara Nomor. 0384/Pdt.G/2014/PA.Pare diketahui bahwa 
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Wawancara dengan Muhamma Said S.Ag Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan 
Bacukiki Kota Parepare, pada tanggal 28 Juli 2018. 
170
Hasil wawancara Peneliti deng Dra. Hadira, S.H, hakim pengadilan Agama Parepare pada 
tanggal 25 Mei 2018 .. 
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pertimbangan yang  digunakan Majlis hakim dalam pengambilan keputusan adalah 
sebagai beriku 171 
1. Bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan pembatalan atas 
perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada hari Ahad 
tanggal 11 Mei 2014 dan perkawinan tersebut telah dicatat dengan Akta Nikah 
Nomor: 0482/049/V/2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Bacukiki , Kota Parepare, dengan alasan perkawinan Tergugat I dan 
Tergugat II tersebut mengandung unsur penipuan, dimana pada saat perkawinan 
berlangsung Tergugat mengaku berstatus duda karena kematian isterinya 
terdahulu, ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama 
HN binti LH Sebagai penggugat asal dari Kabupaten Barru yang dinikahinya 
pada tanggal 17 Juli 1990, dan perkawinan tersebut telah dicatat dengan Akta 
Nikah Nomor : 115/II/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama 
Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, dan antara Penggugat dengan HN 
binti LH tersebut belum pernah bercerai; 
2. Di dalam akta nikah tertulis bahwa Tergugat I berprofesi sebagai Wirswasta 
padahal yang benar tergugat I adalah berprofesi sebagai Guru (PNS). 
3. Bahwa Tergugat I dalam jawabannya mengakui bahwa penggugat adalah Istri sah 
Tergugat I meski awalnya tidak mengakui bahwa dia pernah menikah dengan 
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Wawancara peneliti dengan Mudirah, M.H, Hakim pengadilan Agama Pareapare pada 
tanggal 26 Juni 2018. 
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Tergugat II namun pada akhirnya mengakui pernikahan tersebut atas rekayasa 
dan paksaan Tergugat II. 
4. Bahwa  Kepala Kantor Urusan Agama Kecanatan Bacukiki mengakui selaku 
Turut Tergugat telah menerbitkan Buku Akta Nikah atas pernikahan Tergugat I 
dengan Tergugat II karena perkawinan ini telah dilaporkan oleh Imam Keluarahan 
Tirosompe dan semua persyaratan admistarsinya sudah lengkap; 
5. Bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa akta nikah, maka telah terbukti bahwa 
MR dan ST telah melangsungkan perkawinan pada pada hari Ahad tanggal 11 
Mei 2014 tanpa sepengetahuan HN sebagai Istri Pertama; 
6. Bahwa berdasarkan surat bukti yang ada, maka terbukti pula bahwa MR telah dan 
masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan bernama HN binti LH yang 
dinikahinya pada tanggal 17 Juli 1990; 
7. Bahwa melalui bukti surat yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu Fotokopi 
Surat Keterangan Kematian yang  dikeluarkan oleh Lurah Tirosompe Kecamtan 
Bacukiki Kota Parepare adalah pejabat yang tidak berwenang dan isinya palsu 
karena   istri Tergugat I (MR) yang sebenarnya adalah penggugat (HN) sedang 
yang disebut dalam surat keterangan kematian tersebut adalah Alimah. 
8. Dengan dasar surat kematian tersebut Turut Tergugat menerbitkan Buku Kutipan 
Akta atas nama Tergugat I dan Tergugat II, maka Buku Kutipan Akta Nikah 
tersebut adalah cacat hukum karena lahir dari keterangan palsu. 
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Adapun yang menjadi dasar hukum atas putusan yang diambil adalah : 
1. Majlis Hakim Berdasarkan fakta-fakta tersebut, berkesimpulan bahwa Penggugat 
telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya gugatannya dan terbukti perkawinan 
Tergugat I dengan Tergugat II telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 
1 Tahun 1074, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 
Tahun 1990 serta Kompilasi hukum Islam; 
2. Bahwa jika dihubungkan dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1075, maka dapat dikatakan bahwa syarat-syarat pernikahan Terguagat I 
dengan Tergugat II tidak diteliti secara seksama. Karena itu Majlis Hakim menilai 
Turut tergugat telah lalai dalam melaksanakan tugasnya sehingga menerbitkan 
Buku Kutipan Akta Nikah dengan Surat Keterangan Palsu, karena ternyata 
Tergugat I seorang Guru Pegawai Negri Sipil, mempunyai istri dan beralamat di 
Kabupaten Barru. 
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-prtimbangan tersebut, gugatan penggugat sudah 
terbukti, beralasan dan berdasar hukum, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, 
maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan membatalkan pernikahan 
Tegugat I dengan Tergugat II. 
4. Bardasarkan bukti tersebut di atas, maka pernikahan Tergugat I dan Tergugat II 
dibatalkan dan Buku Akta Nikah Nomor: 0482/049/V/2014 tertanggal 12 Mei 
2014 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Pegawai Pencatat Nikah 
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare harus dinyatakan tidak 
berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum; 
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5. Bahwa oleh karena Buku Kutipan Aktah Nikah tersebut di atas dinyatakan tidak 
berlaku dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum, Maka Majlis Hakim 
memerintahkan Turut Tergugat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Bacukiki Kota Parepare untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut dan 
mencatat pembatalan Nikah dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah 
putusan ini berkekuatan hukum tetap; 
6. Bahwa menurut hakim berdasrkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, 
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebenkan kepada 
penggugat. 
Dari pertimbangan hukum yang digunakan Majlis Hakim, terlihat adanya 
penekanan pada Pasal 2 sampai pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 71 point (a) Kompilasi Hukum yang 
menyebutkan bahwa suatu perkawinan dibatalkan apabila seorang suami melakukan 
poligami tanpa izin pengadilan Agama. 
Sebagai pelengkap dari data yang telah diuraikan, berikut akan dikemukakan 
diktum putusan majelis sebagai berikut:  
Mengingat akan ketentuan didalam Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara tersebut; 
M E N G A D I L I 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
2. Membatalkan perkawinan Tergugat I, MR (identitas disamarkan), dengan 
Tergugat II, SR, (identitas disamarkan) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 
2014 di Kecamatan Bacukiki Kota Parepare. 
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3. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0482/049/V/2014 
tertanggal 12 Mei 2014 tidak berkekuatan hukum. 
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah 
tersebut dan mencatat putusan ini dalam daftar yang disediakan untuk itu. 
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 931.000.00 (Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah). 
Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majlis Hakim Pengadilan 
Agama Parepare pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan 
tanggal 26 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Hy, SH. M.H. Sebagai Ketua 
Majlis, Dra. Fj dan Sati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu 
juga putusan diucapkan dalam siding terbuka untuk umum oleh Ketua Majlis dengan 
dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. AR sebagai Panitera 
Sidang, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat I, diluar hadirnya Tergugat II dan 
Turut tergugat. 
 
Hakim Anggota     Ketua Majlis Hakim 
 
 
ttd       ttd  
        Dra. Fj                        Dra. Hj. Hy, S.H., M.H. 
 
Hakim Anggota     Panitera Sidang, 
         ttd        ttd 
     Sati, S.H                   Drs. AR Gfr 
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Dari uraian tersebut diatas terlihat bahwa dalam proses penyelesaian perkara 
tersebut.  Majlis Hakim dalam memutuskan perkara menggunakan pertimbangan 
fakta dalam persidangan melalui keterangan penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan 
Turut tergugat berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim menerapkan hukum yang 
berlaku antara pihak yang berselisih yaitu menyesuaikan antara hubungan hukum 
dengan fakta atau kejadian-kejadian yang ada, baru setelah itu hakim 
mempertimbangkan mengenai hukumnya. 
Dengan demikian hakim memutuskan untuk membatalkan pernikahan pada 
perkara tersebut dan menyatakan bahwa Akta perkawinan dengan Nomor 
0462/049/V/2014 tidak berkekuatan hukum. 
Hakim dalam mengambil keputusan berpegang teguh pada keterangan 
Penggugat dan Turut Tergugat yang tujuannya untuk melindungi kepentingan pihak 
penggugat yang dalam hal ini sebagai pihak yang dirugikan dan pihak yang telah 
ditipu.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A.  Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut di atas adalah 
sebagai berikut : 
1.  Bahwa penyebab terjadinya Pembatalan Nikah di Pengadilan Agam Parepare dari 
tiga kasus pembatalan nikah yang terjadi disana, dua diantaranya adalah         
kasus pembatalan nikah karena ‚Pemalsuan Identitas‛ seabagaiman yang terjadi 
pada kasus perkara Nomor: 0384/Pdt.G/2014/PA pare, bahwa Tergugat telah 
melakukan pernikahan kedua tanpa melalui izin dari istri pertama dan tanpa ada 
izin poligami dari pengadilan agama  dengan cara menggunakan identitas palsu 
yaitu berstatus duda cerai mati  dari istrinya yang terdahulu, padahal istrinya 
yang pertama yaitu penggugat masih hidup. Hal ini bertentangan dengan Undang-
undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 4 ayat (1) jika suami akan menikah 
lagi maka harus mengajukan permohonan izin poligami dari Pengadilan Agama  
dan adapun perkara yang ketiga pada nomor: 064/Pdt.G/2011/PA. pare.  Terlihat 
Pada perkara tersebut bahwa alasan pemohon dalam mengajukan pembatalan 
nikah karena dalam perkawinannya menggunakan wali yang tidak sah dan masih 
terikat perkawinan dengan pria lain telah sesuai dengan pasal 71 KHI bagian (e) 
yang berbunyi suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: perkawinan 
dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak. 
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2. Dalam perkawinan yang diajukan permohonan pembatalannya di Pengadilan 
Agama Parepare, yang kemudian didaftar dalam perkara Nomor 
0384/Pdt.G/2014/PA.Pare. terdapat halangan dan bertentangan dengan prinsip 
perkawinan yaitu penipuan disebabkan adanya pemalsuan identitas, yang 
dilakukan oleh tergugat I yang mengatur apabila hendak menikah lagi, seorang 
suami harus memenuhi syarat yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, 
karena dengan adanya penipuan disebabkan pemalsuan identitas tersebut, maka 
telah terjadi suatu perkawinan. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak awal Kepala 
Kantor Urusan agama memeriksa dengan teliti berkas pernikahan tersebut. 
B. Implikasi 
Adapun saran dari peneliti melalui hasil penelitian kali ini adalah: 
1. Kiranya dalam pelaksanaan sebuah pernikahan perlu diperhatikan mengenai 
identitas calon. Pengecekan identitas tidak hanya mengutamakan kebenaran 
secara administratif saja, namun diupayakan untuk dapat dilakukan pengecekan 
lapangan. 
2. Perlu Adanya pengawasan lebih ketat lagi dalam pelaksanaan perkawinan dan 
pembinaan kepada masyarakat agar supaya dalam pelaksanaan perkawinan tidak 
ada aturan yang dilanggar sehingga dapat menyebabkan kerugian baginya dan 
orang lain. 
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